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MOTTO :

“Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta

sesama kamu dengan cara yang batil, kecuali perniagaan yang terjadi

dengan suka sama suka diantara kamu”.,

(Sebagian terjemahan dari surat An Nisaa, ayat 29)

Al Qur'an dan Terjemahan Mujamma’ Khadim Al Haramain Asy syarifain Al
Malik Fahd Li Thiba’ad al Mush — Haf Asy — Syarif. (1971:76) Medinah Al
Munawarah P.O. Box. 3561. Jakarta.
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DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan Konsultasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember.

Surat Keterangan telah melakukan konsultasi di Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah
bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor | Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk
Kepentingan Umum.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003
tentang norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan
pemerintah dibidang pertanahan vang dilaksanakan oleh pemerintah

kabupaten / kota.
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RINGKASAN

Skripsi ini menganalisis mengenai pengadaan tanah terkait dengan pencabutan
hak atas tanah untuk kepentingan umum.

Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena tanah dinilai
sebagai suatu harga yang mempunyai sifat permanent dan dapat dicédangkan pada
kehidupan masa mendatang sebagai tempat pemukiman, sumber penghidupan dan
untuk pembangunan bermanfaat lainnya.

Pengadaan untuk kegiatan pembangunan bagi Kepentingan umum selalu
menyangkut dua kepentingan yang harus ditempatkan secara seimbang. Dimana pada
salah satu pihak berdiri kepentingan pemerintah selaku pemohon hak atas tanah dan
dilain pihak berdiri kepentingan pemilik atau yang menguasai hak atas tanah selaku
termohon hak atas tanah dan demi untuk kepentingan bangsa dan negara serta
kepentingan bersama maka hak-hak atas tanah tersebut dapat dicabut dengan
memberi ganti kerugian yang layak menurut cara vang diatur dengan Undang-
undang.

Fakta dalam skripsi yaitu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan
Kampus Universitas Jember merupakan tanah milik Haji Mochammad Ali. Dan
sesual dengan hasil musyawarah yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah
vang bersangkutan dan Universitas Negeri Jember telah mencapai kesepakatan
mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian tanah, tanaman dan bangunannya.
Rumusan masalah dari skripsi ini adalah apa saja tata cara pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, apa prosedur pencabutan hak
atas tanah dan ganti kerugian untuk kepentingan umum, apa akibat hukum bagi
pemilik tanah, lingkungan sosial dan apa kendala atau hambatan-hambatan
pengadaan tanah dan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum.

Tujuan penyusunan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan
yang dikemukakan serta untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat mencapai

gelar Sarjana Hukum. Metodologi dalam penyusunan skripsi ini menggunakan

X1
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pendekatan masalah secara yuridis normatif dan menggunakan sumber bahan hukum
primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan bahan hukum skripsi ini melalui
literatur dan penelitian. Analisa bahan hukum vang digunakan adalah metode
diskriptif kualitatif.

Hasil pembahasan skripsi ini yaitu bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum harus memenuhi tata cara dan ketentuﬁn
perundang-undangan yang berlaku, serta pencabutan hak atas tanah untuk
kepentingan umum harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan Undang-undang yang
berlaku. Akibat hukum atas pencabutan hak atas tanah bagi pemilik tanah dan
lingkungan sosial serta kendala/hambatan-hambatan pengadaan tanah dan pencabutan
hak atas tanah untuk kepentingan umum.

Saran yang dapat diberikan adalah pengadaan tanah dan pencabutan hak atas
tanah harus benar-benar memperhatikan masalah ganti rugi dan harus mencapai kata
mufakat antara kedua belah pihak mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai
dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, sehingga tidak mengalami kesulitan

atau hambatan dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian.

X111
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, oleh
karena itu dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa dipisahkan dengan tanah
(G. Kartasapoetra, A. Setiadi, 1991:1). Negara Indonesia sebagai negara agraris
dengan mayoritas penduduknya sebagai petani, tanah adalah salah satu sarana yang
terpenting sebagai sumber kehidupan. Selain itu keterdekatan sejarah terhadap tanah
sebagai warisan nenek moyang, membawa dampak untuk tetap mempertahankan
tanah tersebut. Persoalan tanah yang menjadi sumber sengketa dan pertengkaran
sering kali kita jumpai bahkan nyawa bukan berarti apa-apa guna mempertahankan
tanah yang dirasa menjadi haknya. Kalau kita cermati perkembangan negara kita
dewasa ini dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia, persoalan tanah
menjadi topik yang sangat ramai dibicarakan, karena penggusuran guna pembuatan
waduk, pelebaran jalan, tempat pemukiman, tempat pendidikan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka tanah bagi kehidupan manusia tidak
hanya mempunyai nilai ekonomis dan kesejahteraan semata-mata sebagaimana
anggapan sementara orang, tetapi lebih jauh tanah mempunyai kaitan erat dengan
masalah sosial, politik, psykologis, kultural, religius bahkan aspek HANKAMNAS
(Abdurrahman, 1978:37-38). Sejalan dengan itu maka seluruh bumi, air dan ruang
angkasa termasuk kekayaan alam yang ada didalamnya sebagai karunia Tuhan Yang
Maha Esa merupakan kekayaan nasional yang harus dipelihara dan dilestarikan serta
dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan cita-cita
proklamasi 17 Agustus 1945 (Parlindungan, 1983:28).

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan, “Bumi, air dan kekayaan alam
vang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”. Amanat pasal 33 ayat 3 UUD menentukan penggunaan bumi,

khususnya dalam hal permukaan bumi yaitu tanah adalah sebesar-besarnya
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kemakmuran rakyat tidak terlepas dari cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi penggunaan tanah adalah untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat tidak terlepas dari cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Penggunaan tanah bagi bangsa Indonesia bukan
sekedar untuk kemakmuran rakyat, tetapi lebih dari itu kemakmuran haruslah
berkeadilan (G. Kartasapoetra, 1991:2).

Pasal 18 UUPA menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk
kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama untuk rakyat, hak-hak atas
tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara
yang diatur dengan Undang-Undang. Berpangkal dari pasal 18 tersebut, peruntukan
tanah bagi kepentingan umum yang diatasnya terdapat hak atas tanah perseorangan
maka hak yang melekat diatas tanah itu dapat dicabut asalkan dengan pertimbangan
ganti rugi yang layak dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang schingga
menghindari dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.

Pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan bagi kepentingan umum selalu
menyangkut dua dimensi kepentingan yang harus ditempatkan secara seimbang.
Dimana pada satu pihak berdiri kepentingan pemerintah selaku pemohon hak atas
tanah dan dilain pihak berdiri kepentingan pemilik atau yang menguasai hak atas
tanah selaku termohon hak atas tanah. Dua pihak yang terlibat yaitu pemerintah dan
pemilik atau yang menguasai hak atas tanah harus sama-sama memperhatikan dan
mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai pengadaan tanah.

Faktor-faktor yang penting dan yang perlu dipertimbangkan dalam penyediaan
tanah untuk proyek-proyek pembangunan menurut I Wayan Suandra (1991:2) antara
lain :

b Pengada_an tanah untuk proyek-proyek pembangunan harus memenuhi syarat tata

ruang dan tata guna tanah.

o]

Penggunaan tanah tidak boleh mengakibatkan kerusakan atau pencemaran

terhadap kelestarian alam dan lingkungan.
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3. Penggunaan tanah tidak boleh mengakibatkan kerugian masyarakat dan
kepentingan pembangunan.

Bilamana hal tersebut tidak diindahkan akan timbul persoalan-persoalan seperti yang
sering dibaca dalam publikasi berbagai media massa, pihak penguasa dengan
keterpaksaannya melakukan tindakan yang dinilai bertentangan dengan peraturan
perundangan-undangan, sedangkan rakyat mau tidak mau melakukan apa saja untuk
menempatkan apa yang diyakininya sebagai hak yang harus dipertahankannya
(Abdurrahman, 1991:2).

Bagi pthak pemerintah segala peraturan yang berkenaan dengan masalah
pengadaan tanah sudah dianggap diketahui dan wajib dilaksanakan walaupun
mungkin masih banyak aparat pelaksananya yang kurang memahami secara tepat atau
mempunyai penafsiran yang berbeda terhadap suatu ketentuan yang mengatur
masalah tersebut. Juga tidak menutup kemungkinan bahwa ketentuan yang mengatur
masalah pengadaan tanah dan pencabutan hak atas tanah itu dirasakan cukup
mengekang aparat-aparat pelaksana sehingga sulit mengambil kebijaksanaan yang
sebaik-baiknya.

Pengadaan tanah yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan umum tidak
akan terlepas dengan kewenangan kantor pertanahan yang merupakan instansi terkait
dalam menyelesaikan masalah pertanahan termasuk sebagai penyelenggara dalam
rangka diberikannya hak atas tanah dengan dilakukannya pengadaan tanah untuk
kepentingan umum didalam lingkup hukumnya.

Uraian latar belakang di atas mendorong penyusun untuk menyusun skripsi
dengan mengambil judul “STUDI TENTANG PENGADAAN TANAH TERKAIT
DENGAN PENCABUTAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM".

1.2 Ruang Lingkup
Ruang lingkup disini digunakan untuk memberikan batasan-batasan guna
menghindari salah pengertian dan juga meluasnya pembahasan. Selanjutnya

penyusun membatasi ruang lingkupnya dalam hal bidang studi hukum Agraria yang
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terkait pada masalah pertanahan, khususnya mengenai pengadaan tanah dengan

pemberian ganti kerugian oleh pihak yang memerlukan tanah terhadap pemilik tanah.

tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum, vaitu kepentingan yang

menyangkut seluruh lapisan masyarakat. Skripsi ini akan membahas tentang

pengadaan tanah terkait dengan pencabutan hak atas tanah yang akan dipergunakan

untuk kepentingan umum.

1.3 Rumusan Masalah

1.

]

L8]

Apakah pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum sesual dengan perundang-undangan yang berlaku ?

Apakah prosedur pencabutan hak atas tanah dan ganti kerugian untuk
kepentingan umum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ?

Apa akibat hukum atas pencabutan hak atas tanah bagi pemilik tanah dan
lingkungan sosial ?

Apa kendala/hambatan-hambatan pengadaan tanah dan pencabutan hak atas

tanah untuk kepentingan umum ?

1.4 Tujuan Penelitian

2

Untuk mengkaji sistem pengadaan tanah menurut Keppres No. 55 Tahun
1993.

Untuk mengetahui syarat-syarat pencabutan hak atas tanah.

Untuk mengetahui akibat hukum atas pencabutan hak atas tanah dan ganti
kerugian untuk kepentingan umum.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah

dan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum.

1.5 Metodologi Penelitian

Sebuah karya tulis ilmiah selalu mempunyai metode-metode tertentu yang

menuntut pada pemecahan masalah dengan mengeunakan :
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1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan
menelaah buku-buku yang berisi konsep-konsep secara teoritis dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988:14).

Upaya untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini digunakan bahan-
bahan kajian teoritis yang diambil dari buku-buku yang menyangkut tentang hukum
Agraria dan peraturan perundangan-undangan tentang pertanahan yang berlaku

sebagaimana disebutkan pada dasar hukum dalam penulisan skripsi.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum
Pembahasan skripsi ini berdasarkan pada sumber bahan hukum primer dan
sekunder yaitu :
1. Sumber bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang didapat langsung dari penelitian
lapangan atau berupa hasil wawancara dengan lembaga atau instansi yang terkait

dengan permasalahan yang hendak dikaji (Soemitro, 1988:34).

b2

Sumber bahan hukum sekunder
Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh
dari penelusuran literatur, peraturan perundangan, dan lain-lain (Soemitro,

1988:11)

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Wawancara
Untuk memperoleh bahan baku primer dilakukan dengan metode wawancara,
yaitu pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari keterangan-
keterangan atau penjelasan-penjelasan langsung dari sumber data (Soemitro,
1988:57) sumber data itu antara lain :
1. Bapak Ir. Tjahyo Arianto, SH. M. Hum sekalu Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Jember.
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2. Bapak Slamet Efendi, S.H selaku Kepala Sub Seksi Hak-hak Atas Tanah.
3. Bapak Chairul Ahmad S.Sit., selaku pelaksana bagian dalam sub seksi hak-
hak atas tanah.

b. Studi Kepustakaan
Merupakan cara pengumpulan data berdasarkan produk perundang-undangan,
buku literatur dan buku penunjang karya ilmiah, serta tulisan-tulisan yang
berkaitan dengan permasalahan yang dikaji (Soemitro, 1988:52)

¢. Studi Dokumen
Untuk memperoleh data sekunder diantaranya dilakukan dengan studi dokumen,
vaitu cara pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi

yang terkait dengar: permasalahan (Soemitro, 1988:22)

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul disusun secara teratur dan sistematis, kemudian
dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif vaitu suatu metode untuk
memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan vang tidak didasarkan
atas bilangan statistik tetapi berdasarkan atas analisa-analisa vang diuji dengan
norma-norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat yang akan dibahas (Soemitro.
1990:116).
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FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pengadan tanah seluas 13.058 m® bagi pelaksanaan pembangunan kampus
Politeknik Universitas Negeri Jember adalah untuk kepentingan umum yang dilakukan
melalui proses musyawarah antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan
instansi pemerintah yang memerlukan tanah. Bahwa hasil musyawarah yang dilakukan
antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan Universitas Negeri Jember
dengan bantuan panitia pengadaan untuk kepentingan umum Kabupaten Daerah Tingkat
[l Jember telah mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian atas
tanah, bangunan dan tanaman tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan suatu
keputusan. Dan keputusan tersebut tentang keputusan panitia pengadaan tanah untuk
kepentingan umum Kabupaten Daerah Tingkat I Jember Nomor 3/Kpts/PPT.1/1995.

Surat pernyataan tanggal 28-6-1995, tentang persetujuan mengenai bentuk dan
besarnya ganti kerugian yang ditandatangani oleh Haji Mochammad Ali, umur 58 tahun,
pekerjaan wiraswasta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Supatmi bin Haji
Anwar, selaku pemilik tanah dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor 3736 /
Sumbersari, seluas 13.058 m? terletak di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari
Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa tanggal 14-6-1995.

Dengan ini menyatakan bahwa kami setuju dan menerima besarnya ganti rugi
tanah untuk pembangunan kampus Universitas Negeri Jember, sesuai hasil musyawarah
antara pimpinan proyek peningkatan perguruan tinggi Universitas Negeri Jember dengan
kami pada tanggal 28-6-1995 sampai dengan 30-6-1995 vang disaksikan panitia
pengadaan tanah untuk kepentingan umum Kabupaten Daerah Tingkat 1l Jember

(dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Timur

Nomor 105 Tahun 1994), dengan rincian sc>zgai berikut
I Dasar Panitia adalah adanya permohonan pembebasan tanah dari proyek P2T.
Universitas Negeri Jember tanggal 17-05-1995 No. 1072 A/P.T. 32/P3. T/No. 20

Tahun 1995 atas sebiqauy tonah :
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Sertifikat hak milik No. 3736 / Sumbersari atas nama Supatmi bin Hayji
Anwar, seluas 13.058 m’, terletak di Kelurahan Sumbersari Kecamatan
Sumbersari.
Panitia telah melaksanakan kegiatan koordinasi tanggal 6-6-1995 untuk membuat
program kerja.
Berita Acara No. 03/BA/PPT. 1/1995 (Pasal 8 Keppres No. 55 Tahun 1993) berupa
hasil penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda
lain yang ada kaitannya dengan tanah vang hak atas tanahnya dilepaskan di
Kelurahan Sumbersari atau intinya sebagai berikut
- Tanaman : Padi berumur 100 hari, tanpa ganti rugi:
- Bangunan : Nihil;
- Tanah © Luas 13.058 m° (sesuai hasil) pengukuran BPN, gambar situasi
tanggal 13-6-1994 No. 3351 / 1994)
Memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Bagian
Pertanahan Nasional No. 1/1994, telah diumumkan hasil inventarisasi tersebut di
Kantor Kelurahan Sumbersari dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tanggal
13 Juni 1995.
Panitia memperhatikan permintaan pemilik tanah agar segera dibayarkan, sehingga
memandang perlu untuk melaksanakan musyawarah dengan alasan pertimbangan
antara lain :
Tanah yang dibebaskan hanya 1 (satu) persil, status haknya Sertifikat Hak Milik,
tidak ada masalah dan sepanjang terjadi kesesuaian harga (musyawarah)
Penaksiran harga oleh panitia pengadaan tanah telah dilaksanakan pada tanggal
28-6-1995 dengan dasar pertimbangan :
a. NJOP (Surat Kepada Kantor PBB Jember tanggal 26-6-1995 dengan harga :
sawah Rp. 41.000.- s/d Rp. 55.000.- atau nilai jual bumi Rp. 48.000.-).
b Harga umum sesuai surat Lurah Sumbersari tanggal 26-6-1995 per m” ditaksir
Rp. 40.000,- s/d Rp. 50.000,-
Musyawarah antara pemilik tanah dengan Pinpro dipimpin oleh panitia pengadaan
tanah tanggal 30-6-1995 dengan hasil bahwa terjadi musyawarah mufakat kedua
pihak, bentuk dan besar ganti kerugian tanah yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.
42.000.- per — m”.

St
k!
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8.

10.

Atas dasar penaksiran dan musyawarah yang ada, maka panitia pengadaan tanah
mengeluarkan surat keputusan tanggal 7-7-1995 No. 3/KPTS/PPT. 55/1995 tentang
bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah seluas 13.058 m?
bagi pelaksanaan pembangunan kampus Universitas Negeri Jember di Kelurahan

Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, sebagai berikut -

‘a. Tanah, seluns 13.058 m” sebesar Rp. 42.000,- / m

b. Ganti kerugian bangunan : Nihil

c. Ganti kerugian tanaman : Nihil

Surat pernyataan Haji Mochammad Ali tanggal 28 Juni 1995 atas nama Supatmi bin
Haji Anwar yang intinya menyatakan bahwa pemilik setuju menerima bentuk dan
besarnya ganti kerugian atas tanah (surat kuasa, identitas pemilik telah kami periksa
dengan seksama dan telah benar adanya).

Bahwa atas pelaksanaan pembayaran ganti kerugian akan dilaksanakan oleh
nedaharawan P2.T (Panitia Pengadaan Tanah) Universitas Negeri Jember

berpedoman pada ketentuan perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penyusunan skripsi

ini sebagai berikut :

A.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria.
1. Pasal 6 menerangkan :
“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”,
2. Pasal 18 menerangkan :
“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan

Undang-undang™.

(%]

. Pasal 20 ayat | menerangkan :

“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh vang dipenuhi orang

atas tanah”.
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B. keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

1.

)

.Lo)

Pasal 1 ayat 1 menerangkan
“Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi

kepada yang berhak atas tanah tersebut”

. Pasal 1 ayat 3 menerangkan

“Kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat™

Pasal 1 ayat 4 menerangkan

“Panitia pengadaan tanah adalah panitia yang dibentuk untuk membantu
pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum”™.
Pasal 1 ayat 5 menerangkan

“Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling
menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara
pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk

memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi.

. Pasal 1 ayat 7 menerangkan

“Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman
dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan

atau penyerahan hak atas tanah”

. Pasal 10 ayat 1 menerangkan

“Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah yang

bersangkutan dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah”.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1

Tahun 1994 tanggal 14 Juni 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan
Presiden Nomor 55 Tahun 1993,

D. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang

Pertanahan.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma

dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah dibidang

Pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
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. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan
Benda-benda yang ada diatasnya.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti
Kerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas
tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.

H. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak Atas
tanah.

I Keputusan Menteri Agraria Nomor : SK XI/1/ka/1962 tentang Panitia Penaksir

Ganti Kerugian

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Pengadaan Tanah

Dalam pembangunan Nasional, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk
kepentingan umum, memerlukan bidang tanah yang cukup dan untuk itu pengadaannya
perlu dilakukan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan memperhatikan peran
tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diusahakan dengan cara yang seimbang dan
untuk tingkat pertama ditempuh dengan cara musyawarah langsung dengan para
pemegang hak atas tanah (Keppres RI Nomor 55 Tahun 1993).

Maka untuk kepentingan pemerintah oleh keputusan presiden RI pada tanggal 17
Juni 1993 dikeluarkan suatu peraturan, yaitu keputusan presiden RI Nomor 55 tahun
1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum.

Menurut pasal 1 angka 1 keputusan Presiden RI nomor 35 tahun 1993 bahwa
vang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah : “setiap kegiatan untuk mendapatkan
tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut”.

Sedangkan dalam surat keputusan Gubernur KDH Jakarta No, Da/11/3/1972
menyatakan bahwa pengadaan tanah adalah “suatu kegiatan mendapatkan tanah dengan
cara pembelian, pelepasan hak, pemberian ganti rugi dan atau dengan nama apapun atas
tanah beserta benda yang diatasnya dengan maksud dipergunakan serta dimohon suatu
hak-hak (Abdurrahman, S.H, 1977).
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Pengadaan tanah adalah suatu perbuatan untuk mengadakan agar tersedia tanah
bagi kepentingan pemerintah (John Salindeho, 1993:27).

Pengadaan tanah pada dasarnya dilakukan secara langsung oleh vyang
memerlukan tanah dengan para pemilik yang berhak atas tanah, termasuk pemilik
bangunan, tanaman dan benda-benda lain di atas tanah (Soni Harsono, 1994:17).

Pengadaan tanah adalah suatu cara untuk inendapatkan  tanah dengan
melepaskan hubungan hukum semata yang terdapat diantara pemegang hak atau
penguasa atas tanah dengan cara pemberian ganti rugi atas dasar musyawarah dengan
pihak yang bersangkutan (Abdurrahman, 1977:9).

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum
landasannya dalam UUPA kiranya ditemukan dalam dasar-dasar dari UUPA antara lain
yang memberikan kepada negara hak menguasai tanah (pasal 2 UUPA) dalam
pengertian bahwa negara antara lain berwenang mengatur dan menyelenggarakan
peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya untuk mancapai sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan
dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia vang merdeka, berdaulat, adil dan
makmur sebagaimana dinvatakan dalam pasal 2 ayat (3) UUPA.

Tanah yang diperoleh instansi pemerintah harus digunakan untuk kegiatan-
kegiatan yang menyangkut kepentingan umum. Pembatasan kegiatan yang menyangkut
kepentingan umum ditentukan supaya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bertujuan

untuk kepentingan umum.

2.3.2 Pengetian Pencabutan Hak Atas Tanah
Pencabutan hak atas tanah dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
diatur sebagai berikut
“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingén bangsa dan negara serta
kepentingan bersama bagi rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan
memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dalam

Undang-undang™ (Budi Harsono, 1973:13).
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Berpedoman dari pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di atas maka
untuk dapat melakukan pencabutan hak atas tanah apabila tanah yang dicabut haknya itu
diperlukan antara lain :

a. Untuk kepentingan umum
b. Untuk kepentingan bangsa
¢. Untuk kepentingan negara
d. Untuk kepentingan bersama rakyat.

Pencabutan hak atas tanah dapat ditempuh sebagai jalan terakhir untuk
mendapatkan tanah setelah cara-cara lain dengan musyawarah antara pemegang hak atas
tanah dengan pihak yang menginginkan tanah tidak menghasilkan kesepakatan,
sedangkan tanah yang digunakan untuk keperluan yang mendesak. Pemberian ganti
kerugian harus merupakan ganti rugi vang seimbang disesuaikan pada kepentingan
masyarakat, tanah sebagai pernghormatan dan penghargaan atas kepentingan-
kepentingan serta hak-hak atas tanahnya. Ganti rugi yang diberikan haruslah ganti rugi
yang layak atau penunjukan tanah negara sebagai gantinya yang sepadan, ditinjau dari
nilai, manfaat dan kemampuan tanahnya (Kartasapoetra, 1992:2).

Menurut Abdurrahman (1996:25), vang dimaksud dengan pencabutan hak atas
tanah adalah pengambilan tanah kepunyaan sesuatu pihak oleh negara secara paksa,
yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus atau tanpa yang bersangkutan
melakukan suatu pelanggaran atau lalai dalam suatu pelanggaran atau lalai dalam
kewajiban hukum.

Pencabutan hak atas tanah adalah dasar hukum yang dipakai dalam ketentuan-
ketentuan hukum mengenai pencabutan hak, hanya dapat dilakukan untuk kepentingan
umum, setelah mendapat ganti rugi (Soetomo, 1984:53).

Pencabutan hak atas tanah adalah “Pengambilan tanah kepunyaan sesuatu pihak
oleh negara secara paksa, yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus, tanpa
yang bersangkutan melakukan suatu pelaneoaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban
hukum”™ (Tony Kartono, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 1 Tahun ke X Januari
1979:53).
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Pencabutan hak atas tanah adalah mengambil tanah kepunyaan sesuatu pihak
oleh negara yang mengakibatkan hak atas tanah itu hapus secara paksa, tanpa yang
bersangkutan melakukan pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum
(Tony Kartono, 1979:35).

Pencabutan hak atas tanah adalah merupakan sarana terakhir apabila si pemilik
atau pemegang hak bersikeras tidak mau menyerahkan tanahnya atau berkeberatan -
terhadap ganti rugi yang telah ditetapkan (Tony Kartono, 1973:36).

Pencabutan hak atas tanah adalah merupakan cara terakhir untuk memperoleh
tanah-tanah yang sangat diperlukan, guna keperluan-keperluan tertentu untuk
kepentingan umum, setelah berbagai cara lain melalui jalan musyawarah dengan si
empunya tanah menemui jalan buntu dan tidak membawa hasil sebagaimana diharapkan,
sedang keperluan untuk penggunaan tanah dimaksud sangat mendesak sekali
(Abdurrahman, 1977:42).

2.3.3 Pengertian Kebijakan Publik

Suatu kebijakan publik tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan publik jika tidak
berorientasi terhadap kepentingan publik. Karena kebijakan merupakan suatu program
kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat mencapai suatu
tujuan tertentu. Tetapi perlu diingat bahwa kebijakan itu harus mempunyai pengaruh
(kekuatan yang bersifat memaksa) terhadap banyak orang dan bertujuan dasar dengan
kebijakan itu kepentingan orang banyak terpenuhi (Tjokroamidjojo, Majalah
Administrator, No. 526, th. IV, 1976).

Menurut Darwin (1984:64), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang
dipilih dan dialokasikan secara syah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota
masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.

Menurut Mac Rae dan Wilde (1979:27), mengartikan kebijakan publik sebagai
serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting
terhadap sejumlah besar orang. Pengertian ini mengandung maksud bahwa kebijakan itu
terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai, yang merupakan pilihan pemerintah dan

kebijakan tersebut mempunyai pengaruh dan dampak terhadap sejumlah besar orang.
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Menurut Dye (1978:34), memberikan definisi kebijakan publik sebagai “Apapun
yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu™.
Bila pemerintah mengambil keputusan (berarti memilih sesuatu) untuk melakukan
sesuatu, maka harus ada tujuannya dan kebijakan negara itu harus meliputi semua
tindekan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan
pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Menurut Dye (1978:38), lembaga-lembaga pemerintahan itu memberikan
kebijakan publik tiga ciri utama, yaitu :

I. Lembaga pemerintahan itu memberikan pengesahan (legitimasi) terhadap
kebijakan-kebijakan publik. Ini mempunyai arti bahwa kebijakan-kebijakan publik
tersebut dipandang sebagai kewajiban-kewajiban hukum yang harus ditaati dan

dilaksanakan oleh semua warganegara.

o]

Kebijakan publik itu bersifat universal dalam arti bahwa kebijakan-kebijakan

publiklah yang dapat disebarluaskan pada seluruh warga negara, sedangkan

kebijakan-kebijakan yang lain (bukan dibuat oleh negara) hanya dapat mencapai
bagian kecil dari anggota masyarakat.

3. Hanya pemerintahan yang memegang hak monopoli untuk memaksakan secara sah
kebijakan-kebijakannya kepada anggota masyarakat, sehingga ia dapat memberikan
sanksi kepada mereka yang tidak mentaatinya.

Ketiga butir diatas menggambarkan betapa lembaga pemerintahan mempunyai
peranan yang penting dalam perumusan dan pengesahan kebijakan publik sekaligus
disertai dengan kekuasaan pengenaan sanksi terhadap warganegara / anggota masyarakat
yang lain yang tidak mentaati atau melaksanakan kebijakan publik tersebut.

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai “Pengalokasian nilai-nilai secara paksa
kepada seluruh anggota masyarakat”. Pernyataan tersebut mempunyal makna bahwa
hanya pemerintahlah yang secara sah dapat memaksakan sesuatu (nilai-nilai

kebijaksanaan) kepada masyarakatnya secara keselurukan (Ezston, 1982: 19).
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum Sesuai Dengan Perundang-undangan Yang Berlaku

-3.1.] Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

Disebutkan dalam pasal 6 UUPA adalah “semua hak atas tanah mempunyai
fungsi sosial”. Pengertian fungsi sosial menurut Leon Duguit sebagaimana dikutip
oleh A.P. Parlindungan adalah tidak ada hak subyektif (subyectif recht), yang ada
hanya fungsi sosial. Dalam pemakaian sesuatu hak atas tanah, harus memperhatikan
kepentingau suatu masyarakat. Leon Duguit dalam ajarannya mengenai “Fungsi
Sosial” bertitik tolak pada penyangkalan terhadap adanya hak subyektif, yang ada
hanyalah fungsi sosial (Parlindungan 1987:20).

Pasal 6 UUPA merumuskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial. Dalam memori penjelasan UUPA dikatakan, bahwa seseorang tidak boleh
semata-mata mempergunakan untuk Kkepentingan pribadi, pemakaian atau tidak
dipakainya tanah itu mengakibatkan meruginya masyarakat. Berkenaan dengan
fungsi sosial hak atas tanah tersebut, dalam penggunaan tanah harus terdapat
keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat dan
negara. Di samping itu pemegang hak atas tanah wajib melepaskan atau menyerahkan
hak atas tanahnya kalau dikehendaki untuk kepentingan umum dengan diberikan
ganti kerugian yang layak.

Di dalam penjelasan umum UUPA angka I1 / 4 dijabarkan 4 (empat) hal
sehubungan dengan pengertian fungsi sosial hak atas tanah, vaitu :

a. Tidak dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak
dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apabila hal ini
menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

b. Penggunaan tanah itu harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada
haknya, memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi yang mempunyai dan

bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

16
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c. Adanya keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan
masyarakat dalam penggunaan tanah.

d. Dalam penggunaan tanah itu harus dijaga kesuburan dan dicegah kerusakannya.

Negara mengakui dan menjamin hak-hak perseorangan, termasuk hak milik
atas tanah. Namun hak-hak tersebut dibatasi oleh :

a. Adanya fungsi sosial yang dianggap melekat pada hak milik.

b. Corak masyarakat Indonesia yang sejak dahulu membebankan manusia
perseorangan Indonesia dengan berbagai kewajiban terhadap keluarganya,
masyarakat dan sesamanya.

Dalam penggunaan tanah itu harus mengutamakan kepentingan umum
daripada kepentingan individu. Walaupun demikian, bukan berart: kepentingan
individu diabaikan. Jika kepentingan umum menghendaki didesaknya kepentingan
individu hingga kepentingan individu menderita kerugian, maka kepadanya diberikan
ganti kerugian.

Sebagai konsekwensi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka
penggunaan tanah tersebut bukan hanva kepentingan individu vang diperhatikan,
tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu
individu merupakan bagian dari masyarakat, maka individu tersebut tidak dibenarkan
hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Individu termasuk Juga harus
memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara.

Meskipun berdasarkan fungsi sosial hak atas tanah, pemegang hak atas tanah
wajib melepaskan hak atas tanahnya kalau hal itu dikehendaki untuk kepentingan
umum. Namun demikian, penentuan kepentingan umum ini sendiri menjadi sangat
penting dan perlu dipersoalkan. Bukan mustahil, apa yang disebut kepentingan umum
dalam pengadaan tanah tersebut hanyalah tabir bagi kepentingan swasta yang
bersembunyi dibelakangnya.

Dengan demikian sifat individualistis dari hak barat sudah ditinggalkai, tanah
tidak hanya harus bermanfaat untuk pemiliknya tetapt juga bagi masyarakat

sekitarnya, harus dapat menikmati kalau pemerintah dapat campur tangan, agar tanah
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tidak diterlantarkan. Dalam policy yang sama harus dilihat Juga ketentuan-ketentuan
tanah absentee (Guntai) yang terdapat dalam ketentuan landreform. Adapun yang
dimaksud dengan tanah absentee adalah orang tidak boleh mempunyai tanah
pertanian di luar daerah kecamatannya (PP 224 tahun 1961). Dengan demikian
pengertian fungsi sosial daripada tanahnya adalah Jalan kompromis antara hak mutlak
daripada tanah, dengan sifat kepentingan umum (Parlindungan, 1987:22).

Bahwa keperluan tanah tidak diperkenankan semata-mata untuk kepentingan
pribadi, kegunaannya harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari haknya
schingga bermanfaat untuk masyarakat dan kepentingan negara. Kepentingan
masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi sebagai
dwitunggal.

Notonegoro, menyatakan bahwa -

“Hak milik mempunyai fungsi sosial. itu sebenarnya mendasarkan diri atas
individu, mempunyai dasar yang individualistis, ditempatkan kepadanya itu
sifat yang sosial, sedangkan kalau berdasarkan Pancasila hukum kita tidak
berdasarkan atas corak individualistis, tetapi corak dwi tunggal itu”.

Pasal 6 UUPA menyebut semua hak atas tanah, sedangkan dalam pasal 26
UUPA 1960 menyebutkan, hak milik itu mempunyai fungsi sosial. Jelaslah bahwa
pasal 6 UUPA lebih luas daripada pasal 26 UUDS, karena bukan hanya mencakup
“hak milik™ tetapi semua hak atas tanah, apakah hak milik atau hak guna bangunan,

hak guna usaha dan hak pakai semuanya, mempunyai fungsi sosial.

3.1.2 Ketentuan-ketentuan Pokok Pengadaan Tanah
Bila dikaitkan dengan Undang-undang Pokok Agraria, maka pengadaan tanah
menurut Keppres nomor 55 tahun 1993 merupakan penjabaran pasal 27 UUPA vang
mengatur mengenai hak milik atas tanah karena penyerahan dengan sukarela oleh
pemiliknya. Dikatakan dengan demikian, karena pengadaan tanah tersebut
dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. ‘
Menurut Keppres nomor 55 tahun 1993, istilah vang digunakan adalah

pengadaan tanah yang dilaksanakan dengan pelepasan hak atas tanah, sedangkan
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sebelum berlakunya Keppres nomor 55 tahun 1993 ini, menggunakan istilah
pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan Pemerintah dan kepentingan swasta.
Pemerintah atau instansi Pemerintah yang memerlukan tanah-tanah yang dimiliki
dan dikuasai rakyat untuk proyek pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan
umum ditempuh melalui cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah
kegiatan melepaskan huoungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah
yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah.

Prinsip pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah musyawarah antara
pemegang hak atas tanah yang dipandu oleh panitia pengadaan tanah untuk
menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian, pasal 9 Keppres nomor 55 tahun
1993 dinyatakan pengadaan tanah hagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum dilakukan melalui musyawarah, pengertian musyawarah menurut pasal 9
Keppres nomor 55 tahun 1993 adalah pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan
tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
hanya dapat dilakukan apabila penetapan rencana pembangunan untuk kepentingan
umum tersebut sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang telah
ditetapkan terlebih dahulu. Bagi daerah yang belum menetapkan Rencana Umum
Tata Ruang (RUTR), pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat |
dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.

Prinsip musyawarah dalam pengadaan tanah ini mengandung arti bahwa
kedudukan antara pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah
adalah sejajar dalam menentukan kehendak dan pendapatnya. Tidaklah dibenarkan
pihak yang memerlukan tanah melalui panitia pengadaan tanah menakut-nakuti,
mengintimidasi dan memaksa kepada pemegang hak atas tanah agar mau melepaskan
dan menyerahkan hak atas tanahnya. Prinsip musyawarah di sini merupakan
pengejawantahan sila keempat Pancasila untuk itu pihak vang terkalt dalam
pengadaan tanah ini tidak dibenarkan memaksakan kehendaknya sendiri tanpa

memperhatikan kepentingan yang lain.
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Karena pengadaan tanah ini untuk kepentingan umum, maka pemegang hak
atas tanah harus memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah. Demikian pula instansi
Pemerintah yang memerlukan tanah juga harus memperhatikan hak-hak rakyat atas
tanahnya dengan memberikan ganti kerugian yang layak, sehingga dalam penggunaan
tanah 1tu ada keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan
masyarakat dan negara.

Adapun ketentuan pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam pasal 2
Keppres nomor 55 tahun 1993 yaitu :

a. Ketentuan tentang pengadaan tanah dalam keputusan Presiden ini semata-mata
hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum.

b. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum olch
Pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

c. Pengadaan tanah selain untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum oleh Pemerintah dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau
cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Nilai lebih dari Keppres nomor 55 tahun 1993 kita bandingkan dengan
peraturan perundang-undangan tentang pembebasan hak atas tanah sebelumnya,
diantaranya adalah pengadaan tanah dan pemenuhan kebutuhan pembangunan yang
merupakan sifat kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila penetapan rencana
pembangunan untuk kepentingan umum tersebut sesuai dan berdasarkan perencanaan
ruang wilayah atau kota yang telah ada.

Berdasarkan ketentuan di atas, seharusnya pengadaan tanah yang dilakukan
Pemerintah atau instansi Pemerintah tidak dapat dilakukan kalau tidak sesuai dengan
RUTR Daerah atau perencanaan ruang wilayah atau kota dan pemegang hak atas
tanahpun seharusnya berhak untuk menolak rencana tanah tersebut. Di sini perlu
adanya keterbukaan pemerintah daerah terhadap rencana peruntukan tanah suatu

kawasan tertentu sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan.
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Jadi pengadaan tanah menurut Keppres nomor 55 tahun 1993 masih
menimbulkan masalah diantaranya adalah masalah pemegang hak atas tanah
melepaskan atau menyerahkan hak atas tanahnya dengan perkiraan ganti kerugian
kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah.

Untuk memberikan kejelasan tentang pengertian pengadaan tanah, maka
berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas, pengadaan tanah dirumuskan sebagai
kegiatan yang dilakukan oleh pemohon pengadaan tanah (Pemerintah atau instansi
Pemerintah) untuk mendapatkan tanah yang dimiliki dan dikuasai seseorang vang
disesuaikan dengan RUTR Daerah atau perencanaan ruang wilayah atau kota melalui
panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan musyawarah dengan
pemberian ganti kerugian yang diikuti dengan pelepasan atau penyerahan hak atas

tanah.

3.1.3 Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Cara pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum sebagaimana diatur dalam pasal 4 Keppres nomor 55 tahun 1993 vyaitu :

a. Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tersebut sesuai dan berdasar
pada rencana umum tata ruang yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

b. Bagi daerah yang belum menetapkan rencana umum tata ruang pengadaan tanah
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan perencanaan ruang
wilayah atau kota yang telah ada.

Menurut pasal | angka 4 Keppres nomor 55 tahun 1993 disebutkan panitia
pengadaan tanah adalah panitia yang dibentuk untuk membantu pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum.

Susunan panitia péngadaan tanah menurut pasal 7 Keppres nomor 55 tahun
1993 terdir atas :

I. Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I sebagai ketua merangkap

anggota,
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Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya sebagai wakil ketua
merangkap anggota;

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai anggota:

4. Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan,
sebagai anggota;

5. Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.
sebagai anggota;

6. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan
pembangunan akan bertanggung jawab, sebagai anggota;

7. Lurah / Kepala Desa yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan
pelaksanaan pembangunan akan berlangsung, sebagai anggota:

8. Asisten sekretaris wilayah daerah bidang pemerintahan atau kepala bagian
pemerintahan pada kantor Bupati / Walikotamadya sebagai sekretaris Individu
bukan anggota;

9. Kepala seksi pada kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya sebagai sekretaris 11
bukan anggota.

Berdasarkan pasal 8 Keppres nomor 55 tahun 1993 panitia pengadaan tanah
berfungsi :

I. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman. dan
benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atas tanahnya akan
dilepaskan atau diserahkan:

2. Mengadakan penelitian mengenal status hukum tanah vang hak atas tanahnya
akan dilepaskan dan dokumen yang mendukungnya;

3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atas
tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan:

4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah

mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut:
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5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi
Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau
besarnya ganti kerugian;

6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para
pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di
atas tanah; A

7. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
dilakukan dengan melalui musyawarah. Musyawarah ini dilakukan secara langsung
antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan instansi Pemerintah yang
memerlukan *anah dengan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tanah.

Jika kondisi pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan melakukan
musyawarah secara efektif, maka musyawarah dilaksanakan panitia pengadaan tanah
dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan wakil-wakil yang ditunjuk
diantara dan oleh pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak kuasa mereka.
Musyawarah yang dilakukan para pihak dalam pengadaan tanah untuk menentukan
bentuk dan besarnya ganti kerugian. Apabila dalam musyawarah tersebut telah
mencapai kata mufakat diantara para pihak pengadaan tanah, maka panitia pengadaan
tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.

Dalam pasal 19 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 disebutkan apabila
musyawarah telah dilakukan berulang kali dan tidak mencapai kata mufakat diantara
para pthak, maka panitia pengadaan tanah setelah mendengar kehendak, keinginan
dan saran selama berlangsung musyawarah mengeluarkan keputusan mengenai
Nomor 55 Tahun 1993 disebutkan pemegang hak atas tanah yang tidak menerima
keputusan panitia pengadaan tanah dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I disertai dengan penjelasan mengenai sebab-sebab dan alasan
keberatan tersebut. Setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan
pemegang hak atas tanah serta pertimbangan panitia pengadaan tanah. Gubernur
mengeluarkan yang dapat mengukuhkan dan mengubah keputusan panitia pengadaan

- mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.
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Pasal 21 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 disebutkan apabila upaya
penyelesaian yang ditempuh Gubernur tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas
tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka
Gubernur mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah
sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 1961.

Dari ketentuan tersebut di atas, diharapkan kepada panitia pengadaan tanah
dalam menjalankan tugasnya bertindak objektif dan menempatkan para pemegang
hak atas tanah sebagai subjek dalam pengadaan tanah. Namun demikian, tidak
menutup kemungkinan panitia pengadaan tanah dalam menjalankan tugasnya
bertindak tidak objektif, misalnya menakut-nakuti, memaksa, menggunakan dalih
untuk kepentingan umum, padahal untuk kepentingan swasta kepada pemegang hak
atas tanah.

Selain itu pemegang hak atas tanah, instansi Pemerintah yang memerlukan
tanah maupun panitia pengadan tanah hendaknya saling memperhatikan dan
menghargai pendapat dan keinginan dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti
kerugian. Pelaksanaan musyawarah dalam mpengadaan tanah ini merupakan wujud

pengamalan sila keempat Pancasila.

3.1.4 Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah

Penetapan harga ganti rugi yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan
keputusan dari Walikotamadya / Bupati Kepala Daerah berdasarkan PMDN nomor |
tahun 1975 setiap enam bulan sekali, maka dalam pasal 15 Keppres nomor 55 tahun
[993ditetapkan berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sebagaimana yang
ditetapkan dalam PBB, sedangkan bangunannya berdasarkan taksiran dari instansi
Pemerintah Daerah, dengan demikian nilai jual tanaman akan ditaksir oleh
pemerintah daerah dan instansi di bidang pertanian (Parlindungan, 1994:54).

Dalam pasal 1 angka 7 Keppres nomor 55 tahun 1993 dinyatakan ganti
kerugian adalah penggantian atas tanah berikut bangunan, tanaman dan / atau benda-
benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak

atas tanah.
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Berdasarkan pasal 12 Keppres nomor 55 tahun 1993 dinyatakan ganti
kerugian dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk hak atas tanah, bangunan,
tanaman dan benda-benda lain, yang berkaitan dengan tanah.

Dasar dan cara perhitungan ganti kerugian menurut pasal 15 Keppres nomor
55 tahun 1993 ditetapkan atas dasar :

a. Harga tanah yang didasarkan atas nilai nyata atau sebenar-benamya dengan
memperhatikan nilai jual objek pajak (NJOP) bumi dan bangunan yang terakhir
untuk tanah yang bersangkutan;

b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh instansi Pemerintah daerah yang
bertanggung jawab di bidang bangunan;

c. Nilai jual tanaman yang ditaksir olch instansi Pemerintah daerah yang
bertanggung jawab di bidang pertanian.

Biasanya dalam praktek pengadaan tanah persoalan ganti kerugian terhadap
bangunan, tanaman dan benda-benda yang ada kaitannya dengan tanah tidak banyak
menimbulkan hambatan, namun demikian persoalan yang sering timbul adalah
mengenal besarnya ganti kerugian terhadap hak atas tanah. Bentuk dan besarnya ganti
kerugian atas dasar cara perhitungan tanah, bangunan dan tanaman ditetapkan dalam
musyawarabh,

Dalam pasal 16 Keppres nomor 55 tahun 1993 ditetapkan bahwa cara
perhitungan harga tanah didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya, dengan
memperhatikan nilai jual objek pajak dan bangunan yang terakhir. Dengan kata lain
memperhatikan, di sini menunjukkan bahwa dalam menentukan besarnya ganti
kerugian atas tanah tidak mengikat didasarkan pada nilai jual objek pajak dan
bangunan, oleh karena azas dalam pengadaan tanah adalah musyawarah para pthak
yang bersangkutan.

Penetapan besarnya ganti kerugian atas dasar pada perkataan dengan
memperhatikan bangunan dan merupakan pedoman yang tidak mengikat bagi para
pihak yang bersangkutan. Putusan akhir mengenai besarnya ganti kerugian ditentukan
dengan musyawarah para pihak yang hasilnya dapat lebih tinggi atau lebih rendah

din'lai jual objek pajak dan bang:
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Dalam menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah dan bangunan, tanaman
hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor materiil tanah. Fungsi strategis tanah
dan fungsi prospektif atas tanah dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah,
pendek kata dalam menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan dan
tanaman jangan sampar menimbulkan penurunan tingkat sosial ekonomi masyarakat
yang tanahnya diperlukan untuk suatu proyek pembangunan yang mempunyai sifat

kepentingan umum.

3.2 Prosedur Pencabutan Hak Atas Tanah
3.2.1 Pencabutan Hak Atas Tanah

Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum adalah merupakan “cara
yang terakhir” untuk memperoleh tanah-tanah vang sangat diperlukan guna keperluan
tertentu untuk kepentingan umum, setelah berbagai caralain melalui jalan
musyawarah dengan pemegang hak tanah menemui jalan buntu dan tidak membawa
hasil sebagaimana yang diharapkan sedangkan keperluan penggunaan tanah sangat
mendesak sekali (Abdurrahman, 1996:75).

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, berkenaan dengan pencabutan hal ini
maka, untuk terlaksananya suatu pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum
harus dipenuhi adanya beberapa persyaratan yaitu :

1. Pencabutan hak hanya dapat dilakukan bilamana kepentingan umum benar-benar

menghendakinya.

2

Pencabutan hak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang tata cara vang

ditentukan dalam ketentuan perundangan vang berlaku.

3. Pencabutan hak atas tanah harus disertai dengan ganti kerugian yang layak.
Bilamana pencabutan hak tersebut dilakukan tanpa mengindahkan persyaratan

persyaratan dimaksud, maka perbuatan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dapzit

dinilat s=bagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau sebagai penyalah gunaan

wewenang.

Syarat pertama yang harus diindahkan dalam melaksanakan pencabutan hak

harus dilakukan benar-benar untuk kepentingan umum. Pasal 18 UUPA vyang
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merupakan dasar mengadakan tindakan ini menyebutkan adanya kepentingan umum
sebagai dasar mengadakan pencabutan hak dan memasukkan kedalamnya
kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, kemudian oleh
Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 ditambahkan pula dengan memasukkan
kedalamnya adanya kepentingan pembangunan. Oleh karena itu menurut ketentuan
tersebut di atas maka pengertian kepentingan umum meliputi - ’
- Kepentingan bangsa;

- Kepentingan negara;

- Kepentingan bersama rakyat:

- Kepentingan pembangunan.

Akan tetapi sangat disayangkan dalam Undang-undang tersebut tidak
dirumuskan secara jelas mengenai  apa sebenarnya yang dimaksud dengan
kepentingan umum tersebut. Penjelasan UU nomor 20 tahun 1961 hanya
menyebutkan contoh-contoh dari kepentingan umum ini misalnya untuk pembuatan
jalan raya, pelabuhan, bangunan-bangunan untuk industri dan pertambangan,
perumahan dan kesehatan rakyat.

Pedoman pelaksanaan pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada
diatasnya dari laporan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1973 pasal 1 ayat 1
diberikan perincian tentang akan yang dimaksud dengan kepentingan umum sebagali
berikut :

. Suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai  sifat
kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut -
a. Kepentingan bangsa dan negara:
b. Kepantingan masyarakat luas:
¢. Kepentingan rakyat banyak:

d. Kepentingan pembangunan.

b9

Bentui-bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum
sebagaimana dimaksud meliputi dalam Instruksi Presiden nomor 9 tahun 1973

pasal 1 ayat 2 meliputi bidang-bidang
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a. Pertanahan;

b. Pekerjaan umum:;

¢. Perlengkapan umum:
d. Jalan umum;

e. Keagamaan;

f. Ilmu pengetahuan dan seni budaya:
g. Kesehatan;

h. Olahraga;

i. Kesehatan umum terhadap bencana alam:

J.  Kesejahteraan sosial;

k. Makam / kuburan;

I Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kepentingan umum.

Presiden dapat menentukan bentuk kegiatan pembangunan lainnya kecuali
sebagai dimaksud dalam instruksi Presiden ayat 1 pasal ini, yang menurut
pertimbangan perlu bagi kepentingan umum.

Dari rumusan tersebut di atas maka pengertian tentang kepentingan umum

sudah cukup terperinci sekalipun belum tegas. Akan tetapi dengan adanya ketentuan

ayat 3 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan bentuk

kegiatan pembangunan sebagai suatu kepentingan umum, maka pengertian

Kepentingan umum menjadi kabur kembali.

Pasal 18 UUPA telah memberikan arahan agar dibentuk tentang Undang-

undang Pencabutan hak atas tanah dengan beberapa petunjuk vaitu :

d.

Kepentingan umum (termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan
bersama darni rakvat).

Hak atas tanah dapat dicabut.

Dengan memberikan ganti kerugian

Yang layak

Diatur dengan suatu Undang-undang.
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Kewenangan Pemerintah untuk mencabut hak ini juga berdasarkan pasal 6
UUPA yang menyebutkan tentang fungsi sosial atas tanah dalam artian setiap hak
(privaat) ceseorang terkandung hak dari masyarakat sehingga jika kepentingan umum
menghendaki maka kepentingan perseorangan harus mengalah. Dan sesuai dengan
arahan dari pasal 18 UUPA untuk mengatur masalah pencabutan hak-hak atas tanah
diperlukan adanya Undang-undang. Untuk itu, pada tang;gal 26 September 1961
ditetapkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas
tanah dan benda-benda yang ada diatasnya, sechingga dengan demikian pelaksanaan
pencabutan hak atas tanah sudah mendapat pengaturan secara cukup terperinci dan
ditinjau dari sudut peraturan sebenarnya cukup operasional, lebih-lebih lagi telah
dikeluarkan beberapa peraturan pelaksana seperti perawran pemerintah Nomor 39
tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh pengadilan tinggi
sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda vang ada di
atasnya, dan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1973 tentang pelaksanaan pencabutan
hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya. Namun demikian dalam
kenyataannya selama Undang-undang ini dibentuk hingga saat sekarang hanya
pernah dilaksanakan satu kali yaitu sebagaimana yang tertuang dalam keputusan
Presiden tanggal 16 Januari 1970 tentang pencabutan hak-hak atas tanah di kompleks
Yen Pin Jakarta (Majalah Hukum Universitas Trisakti, 1995:7).

Akhirnya yang perlu dicatat di sini bahwa Keppres Nomor 55 tahun 1993
telah menciptakan sebuah “Channel” antara pengadaan tanah dengan musyawarah
dengan pencabutan hak. Hal yang demikian belum dikenai dalam peraturan-peraturan
terdahulu. Dan dengan dibukanya saluran tersebut terlihat kecenderungan atau
menghidupkan kembali lembaga hukum “Pencabutan Hak Atas Tanah™ sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 dan peraturan pelaksananya

vang selama ini dirasakan belum pernah dilaksanakan secara konkrit.

3.2.2 Acara pencabutan Hak Atas Tanah
Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan

Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara
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pencabutan hak menurut acara biasa dan pencabutan dalam keadaan yang
mendesak yaitu :

Pertama, pencabutan hak menurut acara biasa yaitu menurut prosedur ini
pihak yang meminta agar diadakan pencabutan hak mengajukan permohonannya
kepada Presiden Republik Indonesia dengan peraturan Menteri Dalam Negeri / Dirjen
Agraria melalui Gubernur KDA / Kepala Direktorat Agraria setempat dengan
disertai :

a. Rencana peruntukannya dan alasan-alasannya bahwa untuk kepentingan umum
harus dilakukan pencabutan hak itu;

b. Keterangan tentang nama yang berhak, serta letak, luas dan macam hak dari tanah
vang akan dicabut haknya serta benda-benda yong bersangkutan:

¢. Rencana penampungan orang-orang yang haknya rumah vang bersangkutan
(Abadurrahman, 1996:84).

Setelah menerima permohonan untuk pencabutan hak dimaksud maka Kepala
Direktorat Agraria segera meminta kepada Bupati yang bersangkutan untuk
memberikan pertimbangan mengenai permintaan pencabutan hak tersebut khususnya,
bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak tersebut.

Kedua, pencabutan hak dalam keadaan yang mendesak yaitu dalam keadaan
yang mendesak memerlukan penguasaan tanah dan / atau benda-benda yang
bersangkutan dengan segera maka pencabutan hak khususnya penguasaan tanah dan
atau benda itu dapat diselenggarakan dengan suatu acara khusus yang lebih cepat.
Keadaan yang mendesak itu misalnya jika terjadi wabah atau bencana alam yang
memerlukan penampungan dengan segera. Dalam hal ini permintaan untuk
melakukan pencabutan hak diajukan oleh Gubernur KDH atas permohonan dari yang
berkepentingan kepada Menteri Dalam Negeri, tanpa disertai ganti rugi dari panitia
penaksir dan kalau perlu juga dengan tidak menunggu diterimanya pertimbangan dari
Bupati / Walikotamadya KDH yang bersangkutan. [:fziiteri Dalam Negeri dapat
memberikan perkenan pada yang bersangkutan untuk menguasai tanah dan benda-

benda yang bersangkutan. Keputusan penguasaan tersebut akan ditkuti dengan
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Keputusan Presiden mengenai dikabulkannya atau ditolaknya permintaan untuk
melakukan pencabutan hak.

Apa yang dikemukakan diatur secara tegas didalam pasal 6 Undang-undang
Nomor 20 Tahun 1961. Menurut penjelasan umum Undang-undang tersebut
dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan keadaan yang sangat mendesak itu
misalnya, jika terjadi wabah atau bencana alam vang memerlukan penampungan para
korbannya dengan segera. Dalam hubungan ini tanpa menunggu adanya keputusan
pencabutan hak oleh Presiden. Menteri Negara Agraria dapat memberi ijin kepada
vang berkepentingan (dalam hal ini instansi pemerintah / badan-badan pemerintah
yang berkepentingan terhadap keselamatan warga/penduduk yang terkena wabah
penyakit atau bencana alam) untuk segera menguasai tanah tersebut meskipun ganti
kerugian belum dibayar.

Dikatakan bahwa pencabutan hak tersebut diatas selain dimaksudkan untuk
mencari daerah tempat penampungan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam
penjelasan umum tersebut dapat dilakukan pencabutan hak atas tanah beserta dengan
benda-benda yang ada diatasnya di daerah bekas bencana yang masih merupakan
daerah bahaya, karena dikhawatirkan penduduk vang semula bertempat tinggal di
daerah tersebut akan kembali apabila keadaan dianggap aman.

Dikatakan pula bahwa walaupun pencabutan hak atas tanah beserta bangunan
dia atasnya di daerah rawan bencana bertujuan menyelamatkan penduduk yang
bertempat tinggal di daerah tersebut, dalam pelaksanaannya menggunakan acara
Khusus tetapi ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 tetap harus
meliputi
I. Rencana peruntukan dan alasan-alasannya pencabutan hak atas tanah di daerah

tersebut.

(%]

Keterangan tentang nama yang berhak serta letak luas dan macam hak atas tanah

yang akan dicabut haknya serta benda-benda yang bersangkutan.

0

Rencana tempat penampungan bagi orang-orang vang hak atas tanahnya dicabut
dan kalau ada, juga orang-orang vang menggarap tanah atau menempati rumah

vang bersangkutan.
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Rencana peruntukan dan alasan dilakukannya pencabutan hak atas tanah di
daerah bekas bencana harus dicantumkan dalam permohonan pencabutan hak oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya supaya jelas terlihat bahwa benar
dihuni lagi Peruntukan tanah bekas bencana dapat dipergunakan untuk hutan lindung
atau daerah yang dilindungi sehingga tidak semua orang dapat masuk ke daerah

tersebut, atau peruntukan lain yang dianggap oleh Pemerintah bermanfaat.

3.2.3 Panitia Ganti Rugi Pencabutan Hak Atas Tanah

Panitia ganti rugi adalah panitia khusus yang bertugas untuk meneliti tentang
keadaan tanah-tanah yang akan dicabut haknya, kemudian memberikan taksiran
tentang ganti rugi yang layak terhadap tanah tersebut. Panitia penaksir dalam
melaksanakan pencabutan hak atas tanah, kepada pemilik tanah dan atau benda yang
haknya dicabut diberikan ganti kerugian yang layak berdasarkan atas nilai yang nyata
atau sebenarnya dari harga tanah atau benda yang bersangkutan. Harga yang
didasarkan atas nilai yang nyata atau sebenarnya ini tidak mesti sama dengan harga
umum, akan tetapi sebaliknya harga tersebut tidak pula harga murah. Oleh karena itu
untuk menentukan harga yang layak tersebut maka dibentuklah panitia penaksir.
Panitia ini menurut Keputusan Menteri Agraria Nomor : SK XI/1/ka/1962 tentang
panitia penaksir ganti kerugian, susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut :
a. Kepala Inspeksi pendaftaran tanah sebagai ketua merangkap anggota.
b. Kepala kantor pendaftaran dan pengawasan pendaftaran tanah sebagai wakil ketua

merangkap anggota.

o

Seorang pejabat pamong praja yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai anggota.

d. Seorang anggota dari unsur DPR daerah Tingkat I.

o

Seorang pejabat dari inspeksi keuangan sebagai anggota.

f. Seorang anggota dari instansi lainnya yang terkait sehubungan dengan adanya
pencabutan hak atas tanah, misalnya dari Departemen Pelerjaan Umum apabila
tanah yang haknya dicabut adalah tanah bangunan atau dari Departemen
Pertanian apabila tanah haknya dicabut itu adalah merupakan tanah pertanian (1.
Wayan Suandra, 1991:18).
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Panitia penaksir bertugas melakukan penaksiran tentang ganti kerugian
mengenal tanah dan atau benda-benda yang haknya akan dicabut. Panitia penaksir
dalam menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman yang
berada di atasnya harus menaksir secara objektif dengan tidak merugikan kedua belah
pihak dan dengan menggunakan norma-norma serta memperhatikan harga penjualan
tanah, bangunan, tanaman di sekitarnya yang terjadi dalam tahun yang sedang
berjalan. Dan dalam menggunakan norma-norma tersebut panitia penaksir harus tetap
memperhatikan  pedoman-pedoman yang ada dan lazim dalam mengadakan
penaksiran harga / ganti rugi atas tanah / bangunan yang berlaku di daerah yang
bersangkutan.

Panitia penaksir di dalam menaksir ganti kerugian zsar memakai sebagai
dasar nyata / sebenarnya dari tanah dan atau benda yang haknya akan dicabut, dalam
artt bahwa nilai tersebut kepada pemegang hak atas tanah, dengan ketentuan bahwa
semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (pasal 6 UUPA).

Panitia penaksir di dalam menaksir ganti kerugian harus memperhatikan :

- Bahwa yang berhak atas ganti kerugian itu ialah mereka yang berhak atas tanah
dan / atau benda yang bersangkutan, sedangkan kalau ada kepada para penghuni
bangunan dan / atau penggarap tanahnya harus diusahakan penampungan
seperlunya atas fasilitas-fasilitas lainnya.

- Bahwa ganti kerugian dapat diberikan berupa uang, pengganti tanah / bangunan
atau fasilitas-fasilitas lainnya.

Panitia penaksir di dalam memutuskan harga taksirannya dilakukan dengan
Jalan musyawarah antara para anggota dan keputusan diambil melalui kata sepakat.
Apabila tidak mungkin dicapai kata sepakat maka keputusan diambil dengan
membagi jumlah dari pada taksiran masing-masing anggota dengan banyaknya
anggota yang hadir, dan kalau menurut pendapat ketua sidang perbedaan taksiran
anggota-anggota yang satu dengan anggota vang lainnya terlalu besar., maka
Keputusan tersebut disertai pula keterangan tentang taksiran para anggota masing-

masing. Keputusan panitia penaksir ini kemudian disampaikan kepada Menteri
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Agraria (Kepala Badan Pertanahan Nasional) dengan perantara Kepala Inspeksi
Agraria (Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional).
Adapun orang yang dicabut haknya dapat mengajukan keberatan terhadap
pemberian ganti rugi yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 8
UU nomor 20 tahun 1961 yaitu -
1.~ Jika yang berhak atas tanah dan / atau benda-benda vang haknya dicabut itu tidak
bersedia menerima ganti rugi sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keputusan
presiden tersebut pada pasal 5 dan 6 dianggap jumlahnya kurang layak, karena ia
dapat meminta banding kepada pengadilan tinggi, vang daerah kekuasaannya
meliputi tempat tanah dan / atau benda-benda vang bersangkutan agar pengadilan
itulah yang menetapkan jumlah ganti - kerugiannya. Pengadilan Tinggi
memutuskan persoalan tersebut dalam tingkat pertama dan terakhir.

2. Acara tentang penetapan ganti kerugian oleh Pengadilan Tinggi sebagai dimaksud

dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan pemerintah.

_b)

Sengketa tersebut pada ayat (1) pasal ini dan sengketa-sengketa lainnya mengenai

tanah dan / atau benda-benda vyang bersangkutan tidak menunda jalannya

pencabutan hak dan penguasaannya.

4. Ketentuan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku pula, jika yang bersangkutan
tidak menyetujui jumlah ganti kerugian, yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).

D1 samping mengenai sengketa-sengketa ganti kerugian yang kurang layak
sebagaimana menurut ketentuan ayat (3) Jika dapat diadakan terhadap sengketa-
sengketa lainnya. Yang dimaksud dengan “sengketa-sengketa lainnya” itu misalnya
sengketa mengenai siapa yang berhak atas tanah dan / atau benda penguasaan tanah
dan / atau benda yang bersangkutan tidak perlu ditangguhkan sampai ada keputusan
dari pengadilan asal sudah ada keputusan mengenai pencabutan hak dari presiden dan
uang ganti rugi untuk itu telah tersedia. Dalam hal ini perlu dicegah jangan sampai
sengketa-sengketa yang diajukan ke pengadilan itu nienimbulkan ketegangan yang
menyebabkan terlantarnya orang-orang yang bersangkutan (Abdurrahman, 1996
100).
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3.3 Akibat Hukum Atas Pencabutan Hak Atas Tanah Bagi Pemilik Tanah dan
Bagi Lingkungan Sosial

1. Dengan dilakukannya pencabutan hak atas tanah maka pemilik tanah akan
kehilangan hak atas tanahnya terutama hak milik. Selain hak milik sebagai hak turun
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, terdapat pula
hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa dan hak lainnya yang
ditetapkan dengan Undang-undang sebagaimana telah discbutkan dalam Undang-
undang Pokok Agraria didalam pasal 20 (Imam Sudiat, 1981:9).

Tentang sifat dari tanah milik memang dibedakan dengan hak-hak atas tanah
yang lainnya. Dan pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak
mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat (seperti hak =rgendom menurut
pengertian pada masa-masa lampau), sifat demikian terang sangat bertentangan
dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata terkuat den
terpenuh hanyalah bermaksud untuk membedakan dengan hak guna usaha, hak guna
bangunan, hak pakai dan lain-lainnya yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-
hak atas tanah yang dapat dipunyai, maka hak miliklah yang paling kuat dan
terpenuh.

Tentang pengertian diatas perlu diperhatikan, karena apabila pemerintah
sangat memerlukan tanah milik rakyat itu, karena pembangunan suatu proyek bagi
kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia (termasuk pula kepentingan para
pemilik tanah tersebut), mereka bertahan dalam pengertian yang salah bahwa hak
mereka tidak boleh diganggu gugat. Pengertian yang salah ini ternyata tidak hanya
dimiliki oleh rakyat yang awam hukum (mereka ini dapat dimaklumi karena memang
perlu diberikan penjelasan-penjelasan). Melainkan juga dilakukan oleh mereka yang
tahu akan hukum (mereka ini mempunyai tujuan tertentu, biasanya dikaitkan dengan
tuntutan ganti kerugian yang tinggi. Dalam keadaan mereka melakukan
pembangkangan pemerintah dapat saja melakukan paksaan secara Lukum, baik
berdasarkan pengertian-pengertian tentang hak kepemilikan tanah dalam UUPA

sendiri. maupun berdasarkan Undang-undang/Peraturan Pemerintah yang berlaku
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seperti PMDN Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tata
cara pembebasan tanah, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan
hak atas tanah dan benda yang ada diatasnya, peraturan pemerintah nomor 39 tahun
1973 tentang tata cara pemberian ganti rugi sehubungan dengan pencabutan hak-hak
atas tanah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang pelaksanaan pencabutan
hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya dan lain-lain. |

Yang perlu mendapat perhatian dalam pencabutan hak atas tanah yaitu
persoalan mengenai ganti rugi, karena persoalan ganti rugi ini adalah menyangkut
masalah hak-hak dari si pemilik tanah yang tanahnya dibebaskan sehingga dapatlah
dikatakan bahwa unsur yang mutlak. Sedangkan semua hak atas tanah berfungsi
sosial pada hakekatnya tidak dibenarkan apabila tanah hanya dipergunakarn untuk
pribadinya secara mutlak, lebih-lebih kalau penggunaan itu sifatnya dapat
mengganggu ketentraman dan ketenangan orang lain. Penggunaan tanah pada
prinsipnya harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang
sesuai dengan keadaan, sifat serta kedudukan haknya (Imam Sudiat, 1981:22).

Peniadaan atau hapuslah hak milik menurut ketentuan Undang-undang
sebagaimana disebutkan di dalam pasal 27 UUPA dapat terjadi karena :
a. Tanah jatuh pada negara

I. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;

2. Karena penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya;

(%)

Karena diterlantarkan;

4. Karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2;

b. Tanahnya musnah.

2. Bahwa setelah pencabutan hak atas tanah tersebut telah dilaksanakan maka
akan berdampak pada lingkungan sosial. Terutama dalam peningkatan jumlah
penduduk yang tinggi, penyebaran penduduk yang tidak merata akan menimbulkan
pertentangan kepentingan dalam penggunaan tanah. Hal ini juga mengakibatkan

penggunaan yang tidak terarah dan kadang-kadang melampaui batas kemampuan
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daya dukung tanah, yang akibatnya dapat merupakan ancaman bagi kelestarian
sumber daya alam dan keselamatan lingkungan hidup.

Selain itu mengenai masalah ganti kerugian dalam pencabutan hak atas tanah
memang banyak hal yang harus dicatat, berkaitan dengan persoalan ckonomi yang
mempunyai dampak serta akibat terhadap kehidupan ekonomi baik perorangan
maupun masyarakat pada umumr;ya. Persoalan atau akibat yang akan dihadapi
masyarakat adalah persoalan sesudah pembayaran ganti kerugian. Setelah menerima
ganti kerugian terkadang muncul sifat konsumenisme dari masyarakat yang
memanfaatkan uang dengan melupakan masa depan. Kalau kondisinya memang
memungkinkan tidak apa-apa, misalnya yang bersangkutan masih memiliki banyak
tanah. Tetapi ada pula kemungkinan dengan bermodal uang ganti kerugian, yang
kemudian dipotong pajak pph sehingga jumlahnya menjadi berkurang dan
pengeluaran-pengeluaran  lain  seperti pindah rumah dan lain-lain sebagian
dipergunakannya untuk keperluan vang sifatnya konsumenisme sehingga dengan
uang yang tersedia ia tidak dapat membeli tanah dan rumah sebagai ganti dari tanah
dan rumah yang diserahkan, sehingga dengan pergantian ini hidupnya bukannya lebih
baik tetapi semakin jelek. Dengan demikian maka pemberian ganti kerugian ini harus
betul-betul mampu mengantisipasi kemiskinan dalam lingkungan masyarakat bukan
penyebab timbulnya kemiskinan baru.

Karena itu sudah cukup tepat bahwa ganti kerugian bukan hanya berupa uang
tetapt dapat pula berupa tanah pengganti dan pemukiman kembali atau gabungan dari
kemungkinan-kemungkinan tersebut misalnya diberikan pemukiman kembali di suatu
lokasi tertentu yang cukup layak dari perkembangan sosial, ekonomi dan budaya
ditambah dengan uang penggantian, yang kalau diperhitungkan jumlah nilai antara
pemukiman barunya ditambah dengan penggantian uang tidak jauh berbeda dari nilai
jual tanah dan rumah yang diserahkan atau dilepaskannya tersebut.

Ganti kerugian dalam bentuk lain vang disetujui oleh pihak-pihak yang
bersangkutan. Hal ini penting berkaitan dengan kesempatan kerja dan sumber

penghasilan pada masa yang akan datang. Sehingga pembangunan suatu proyek tidak
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akan menyengsarakan rakyat bahkan sebaiknya akan dapat lebih membantu
kemakmuran seperti misalnya keikut sertaan bekerja dalam proyek baik pada tahap
pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi atau dimasukkan sebagai pemegang
saham yang dapat memperoleh imbalan yang diterimanya pada masa yang akan
datang. Karena itu penggantian ini tidak hanya sekedar layak tetapi juga edukatif dan

mengarah pada kepentingan masa depan warga masyarakat.

3.4 Kendala/hambatan-hambatan Mengenai Pengadaan Tanah dan Pencabutan
Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum

Bahwa dalam pengadaan tanah dan pencabutan hak atas tanah yang menjadi
hambatan/kendala yaitu mengenai masalah ganti rugi. Karena sering kali dalam
menentukan  bentuk dan besarnya ganti rugi terdapat ketidaksesuaian dalam
pembayaran ganti rugi dan ketidaksepakatan serta kata mufakat dalam musyawarah
antara pemilik/pemegang hak atas tanah dengan pthak yang membutuhkan tanah
untuk pelaksanaan pembangunan tersebut.

Untuk memberikan kejelasan tentang kendala/hambatan-hambatan mengenai
masalah ganti rugi dalam pengadaan tanah dan pencabutan hak atas tanah akan
diuraikan sendiri-sendiri sebagai berikut -

a. Kendala/hambatan-hambatan mengenai ganti rugi dalam pengadaan tanah.

Dalam pasal 1 angka 7 Keppres No 55 Tahun 1993 diberikan pengertian
bahwa ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan atau
tanaman dan/atau benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau

penyerahan hak atas tanah. Dalam Keppres ini pengaturan masalah ganti kerugian

diatur secara khusus pada BAB III bagian ketiga pasal 15-22. Akan tetapi yang
khusus mengatur ganti kerugian dalam bab ini adalah pada pasal 15-17 selain ini juga
adalah pasal 12-14 yang diatur dalam bagian terdahulu.

Sedangkan dalam pasal 16 dis>hutkan bahwa bentuk dan besarnya ganti
kerugian atas dasar cara perhitungan dimaksud dalam pasal 15 ditetapkan dalam
musyawarah. Penentuan besarnya ganti kerugian sebagaimana tersebut diatas jauh

lebih maju bila dibaii.gkan dengan penentuan yang berlaku dalam peraturan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

pembebasan tanah tentang ganti kerugian yang layak. Berdasarkan atas harga dasar
tanah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Namun dengan dikembangkan cara ini penilaian menjadi fungsi dan beberapa
hal mungkin memberatkan bagi anggaran pengadaan tanah yang sudah ditentukan
dalam proyek pembangunan yang memerlukan pengadaan tanah yang dimaksud.
Pada saat sekarang penentuan mengenai klasifikasi dan besarnya nilai jual dimaksud
telah diatur dalam keputusan menteri keuangan tanggal 23 Februari 1993 No. 174 /
KMK. 04/1993 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak
sebagal dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan.

Mengenai sifat ganti kerugian ada beberapa arahan yang perlu dicatat disini
walaupun hal yang demikian tidak disebutkan dalam Keppres No. 55 Tahun 1993.
Dalam penjelasan ini Undang-undang No. 20 Tahun 1961 menyebutkan adanya apa
yang dinamakan ganti kerugian yang layak disebutkan bahwa ganti kerugian yang
layak itu akan didasarkan atas nilai yang nyata/sebenamya itu tidak mesti sama
dengan harga umum dan tanah atau benda yang bersangkutan. Uang vang didasarkan
atas nilai yang sebenarnya bukan uang umum karena umum bisa merupakan harga
catut. Tetapi sebaliknya harga tersebut tidak pula berarti harga yang murah sedangkan
PMDN No. 15 Tahun 1975 ganti kerugian adalah atas dasar yang ditetapkan. Secara
berkala suatu panitia sebagian dinamakan dalam PMDN No. 1 Tahun 1975 untuk
suatu daerah menurut jenis penggunaannya.

Seorang yang mendapat ganti kerugian pada dasarnya akan merasa rugi
karena pada tanah yang mereka kuasai tertanam nilai lebih yang kadang-kadang tidak
diperhitungkan schingga karcnanya ada satu nilai diharapkan dan karenanya
masyarakat meminta harga vang tinggi dan dirasakan keterlaluan oleh karena pihak
panitia atau penilai termasuk apa yang digariskan dalam Keppres No. 55 Tahun 1993
adalah bertumpu pada harga riil. Bilamana dihadapkan dengan nilai jual memang
sering tidak cocok karena masyarakat pada Jasarnya “tidak mau menjual” dengan

harga pasaran.
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Dalam pasal 17 ayat (1) ditentukan bahwa ganti kerugian diserahkan langsung
kepada pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya yang sah dan penyerahan
langsung ini penting untuk ditegaskan mengingat kejadian ganti kerugian diberikan
tetapi tidak sampai kepada yang berhak, selanjutnya pasal 17 ayat 2 ditentukan bahwa
dalam hal tanah, bangunan, tanaman atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah
dimiliki bersama oleh beberapa orang, sedang satu atau beberapa orang dari mereka
tidak dapat ditemukan maka ganti kerugian yang menjadi hak orang yang tidak
diketemukan tersebut dikonsinyasikan di pengadilan negeri setempat oleh instansi
pemerintah yang memerlukan tanah.

Disini konsinyasi dikenal akan tetapi hanya untuk keperluan penyampaian
ganii kerugian yang telah disepakati akan tetapi orang yang bersangkutan tidak dapat
diketemukan bukan sebagaimana yang lazim terjadi dalam praktek sekarang dimana
konsinyasi dilakukan justru sebelum ada kesepakatan mengenai besar dan jumlah
ganti kerugian yang dibayarkan dalam hal ini tidak terdapat kesepakatan antara
panitia/pihak yang memerlukan tanah dengan pemilik/pemegang hak yang telah
menitipkan sejumlah uang yang dihitung menurut taksiran mereka di kepaniteraan
pengadilan negeri yang nantinya akan dibayarkan kepada pemilik/pemegang hak
setelah mereka mau menerima pembayaran tersebut. Sehingga dapat menimbulkan
kesan adanya semacam pemaksaan dan pemilik/pemegang hak hanya bisa menyetujui
saja. Hal ini memang dapat dimaklumi sehubungan dengan masalah tahun anggaran
dari proyek yang direncanakan karena misalnya pengadaan tanah harus dibayarkan
paling lambat pada tanggal tertentu sedangkan musyawarah masih cukup alot, maka
untuk mengamankan keuangan dikonsinyasikan pada pengadilan. Disini memang
terkesan akan adanya unsur pemaksaan oleh karena “pembayaran™ sudah dilakukan

sedangkan kesepakatan belum didapat.
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b. Kendala’hambatan-hambatan mengenai ganti kerugian dalam pencabutan hak atas
tanah.

Dalam pencabutan hak atas tanah sering adanya kekurangwajaran dalam
pembayaran ganti rugi. Tanpa adanya ganti rugi yang demikian adalah suatu
pemerkosaan terhadap hak-hak asasi manusia. Penetapan ganti rugi mempunyai arti
yang sangat penting sekali dalam proses pencabutan hak-hak atas tanah untuk
kepentingan umum.

Masalah ganti rugi dalam onteigeningsordonnantie diatur dalam suatu Bab
tersendiri (Bab IV titel ke-1, over de betaling van de beteling van de
schadeloosstelling pasal 60, 68). Jumlah ganti kerugian yang harus dibayar adalah
diterapkan oleh Hakim setelah gugatan untuk pencabutan hak itu diterima. Sedx. igkan
dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tidak kita Jumpai adanya suatu pasal
Khusus yang mengatur masalah ganti rugi ini selain daripada pasal 8 yang berkenaan
dengan masalah prosedur penolakan terhadap penetapan ganti rugi yang dipandang
kurang layak.

Penetapan ganti rugi yang diberikan adalah bergantung pada status hak atas
tanah yang bersangkutan, apakah ia berupa hak milik/hak guna usaha atau hak guna
bangunan. Ganti rugi terhadap hak guna usaha misalnya sudah barang tentu adalah
jauh lebih kecil daripada ganti rugi terhadap hak milik sebagai hak turun-temurun.
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

Ganti rugi tidak hanya semata-mata ditujukan terhadap tanahnya saja akan
tetapi juga terhadap segala bangunan dan tanaman vang berharga yang ada diatasnya.
Begitu pula yang berhak atas ganti rugi bukan hanya mereka yang dicabut haknya
saja akan tetapi juga terhadap orang-orang yang secara sah menempati atau
menggarap tanah yang bersangkutan. Ganti rugi tidak hanya semata-mata berbentuk
uang, akan tetapi yang dapat berbentuk tanah atau fasilitas lainnya. Jumlah ganti rugi
yang diberikan haruslah dalam keadaan layak (menurut penjelasan Undang-undang
No. 20 Tahun 1961). Yang didasarkan atas nilai nyata / sebenarnya dari tanah atau

benda-benda yang bersangkutan. Seperti dalam pelaksanaan pembangunan kampus
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Universitas Jember. Dalam menentukan besarnya musyawarah antara pemilik tanah
dengan pinpro yang dipimpin oleh Panitia Pengadaan Tanah tanggal 30 — 06 — 1995,
bahwa terjadi musyawarah mufakat kedua pihak.

Pasal 8 Undang-undang No. 20 Tahun 1961 menyatakan -

I Jika yang berhak atas tanah dan/atau benda-benda yang haknya dicabut itu tidak
bersedia menerima ganti kerugian"' sebagai yang ditetapkan dalam surat keputusan
Presiden tersebut pada pasal 5 dan 6 dianggap jumlahnya kurang layak, karena ia
dapat meminta banding kepada pengadilan tinggi, vang daerah kekuasaannya
meliputi tempat tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan, agar pengadilan

itulah yang menetapkan jumlah ganti kerugian.

[ )

Acara tentang penetapan ganii kerugian oleh pengadilan tinggi sebagai dimaksud

dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan pemerintah.

(98 ]

Sengketa tersebut pada ayat (1) pasal ini dan sengketa-sengketa lainnya mengenai
tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan tidak menunda jalannya
pencabutan hak dan penguasaannya.

4. Ketentuan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku pula, jika yang bersangkutan
tidak menyetujui jumlah ganti kerugian, yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat
(3).

Pasal ini memberi kemungkinan bagi pemilik tanah atau pemegang hak
lainnya atas tanah untuk meminta kepada pengadilan tinggi agar pengadilan itulah
yang menetapkan jumlah ganti kerugian karena penetapan ganti rugi yang termaksud
didalam surat keputusan Presiden yang menetapkan pencabutan hak dipandang tidak
selayaknya. Untuk itu diadakan suatu ketentuan hukum secara khusus yang termuat
dalam peraturan pemerintah No. 39 tahun 1973 tanggal 17 November 1973 (Termuat
dalam lembaran Negara 1973 No. 49) tentang acara penetapan ganti kerugian oleh
Pengadilan Tinggi sechubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-
benda yang ada diatasnya agar penetapan ganti kerugian oleh pengadilan tinggi

tersebut dapat diperoleh dalam waktu yang singkat.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, maka penulis dapat
menarik kesimpulan sebagai berikut :

I. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kampus Universitas Jember
untuk kepentingan umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 4 Keppres nomor 55 tahun 1993 yaitu :

a. Pengadaan tanah dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah vang diperlukan
bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tersebut sesuai
dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang telah ditetapkan terlebih
dahulu.

b. Bagi dacrah yang belum menetapkan Rencana Umum Tata Ruang pengadaan
tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan
perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.

2. Prosedur pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan
Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 dalam penjelasan umum angka 4 (c) dapat
dilaksanakan melalui dua cara yaitu pencabutan hak menurut acara biasa dan
pencabutan hak dalam keadaan mendesak.

a. Pencabutan hak menurut acara biasa yaitu dimana yang berkepentingan harus
mengajukanpermohonan  kepada Presiden Republik Indonesia dengan

perantaraan Menter1 Dalam Negeri / Dirjen Agraria melalui Gubernur KDH /

Kepala Direktorat Agraria.

b. Pencabutan hak dalam keadaan mendesak vaitu misalnya, jika terjadi wabah
atau bencana alam yang memerlukan penampungan dengan segera, Dalam hal
ini permintaan untuk melakukan pencabutan hak diajukan oleh Gubernur

KDH atas permohonan dari yang berkepentingan kepada Menteri Dalam

Negeri.
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Dengan dilakukannya pencabutan hak atas tanah maka akan berakibat bagi
pemilik tanah dan lingkungan sosial karena pemilik tanah akan kehilangan hak
atas tanahnya terutama hak milik atas tanah tersebut dilepaskan dengan maksud
agar supaya tanah yang Kkini dikuasai langsung oleh negara (tanah negara)
diberikan oleh pemerintah kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Republik ‘Indonesia dengan hak vang sesuai guna pembangunan perluasan
kampus Universitas Jember, kemudian untuk keperluan pemberian haknya, maka
bersamaan dengan ditandatanganinya surat pernyataan melepaskan hak telah
menyerahkan semua asli surat-surat yang bersangkutan dengan tanah yang
dilepaskan tersebut kepada : DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA cq. Pemimpin Proyek Universitas
Jember. Selain itu tidak tercipta suatu keseimbangan antara jumlah penduduk
yang tinggi dengan lahan yang akan ditempati, penyebaran penduduk yang tidak
merata akan menimbulkan pertentangan kepentingan dalam penggunaan tanah.

Dalam pengadaan tanah dan pencabutan hak atas tanah untuk pelaksanaan
pembangunan Kampus Universitas Negeri Jember untuk kepentingan umum
seringkali menemui hambatan dikarenakan tidak mungkin dapat dicapai sebegai
kehendak yang sebenarnya. Lebih wajar bila dikatakan “persetujuan” yang
dimaksudkan itu hanyalah merupakan musyawarah yang lebih menjurus kepada
pemberitahuan tentang penetapan jumlah maksimal harga ganti kerugian yang
mungkin bisa dibayar oleh pemerintah. Pihak pemegang hak atas tanah menuntut
ganti kerugian yang tinggi dan hal ini dinilai wajar olehnya, sedangkan instansi

pemerintah yang memerlukan tanah sangat terbatas dananya.

Saran

Karena pengadaan tanah ini untuk kepentingan umum, maka pemegang hak atas
tanah harus memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah. Demikian pula instansi
pemerintah yang memerlukan tanah juga harus memperhatikan hak-hak rakyat
atas tanahnya dengan memberikan ganti kerugian vang layak yang didasarkan
atas nilai nyata/sebenarnya dari tanah atau benda-benda yang bersangkutan.

Seperti dalam pelaksanaan pembangunan Kampus Universitas Jember panitia
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telah mengambil keputusan bahwa ganti kerugian yang pantas dan tertinggi yang
harus dibayar oleh negara c.q Universitas Negeri Jember kepada pihak pemilik /
yang menguasal tanah serta semua biaya yang berhubungan dengan pengadaan
tanah/bangunan/tanaman sehingga pembayaran ganti kerugian tersebut menjadi
tanggungan sepenuhnya dan harus dibayar oleh pihak yang menerima pelepasan /
penyerahan hak atas tanah/bangunan/tanaman, yang dalam hal ini oleh
Universitas Negeri Jember, sehingga dalam penggunaan tanah itu ada
keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat dan
negara.

Mengingat pentingnya masalah pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan
umum, terutama seringkali dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan
nasional dan usaha-usaha penegakan hukum di persada nusantara ini kiranya
masih dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan dalam peraturan-
peraturan yang menjadi dasar hukum dari tindakan tersebut, dalam hal ini
Undang-undang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada
diatasnya, yaitu UU No. 20/1961 — L.N No. 288/1961 beserta peraturan pelaksa-
naannya seperti peraturan pemerintah No. 39/1973 dan Instruksi Presiden No.
9/1973 : dilakukan dengan hati-hati dan dengan cara yang adil dan bijaksana guna
memajukan kehidupan masyarakat secara tertib, sejahtera, adil dan makmur.
Masalah ganti rugi supaya betul-betul mendapat perhatian vang khusus tanpa ada
pengertian-pengertian lain dan harus langsung sampai pada tangan si penerima
ganti rugi serta penyelenggaraan penampungan orang-orang yang haknya dicabut

sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
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PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
(UUPA).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan
Benda-benda diatasnya.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 1 Tahun 1994
tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun !993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
® (0331) 335462 - 330482 Fax. 330462

Nomor 4343 /125.1.1/PP.9/ 2004 Jember, 2 September 2004
Lampiran
Perihal T MO NSULTAS]

Yth. Kepala Badan Pertanahan
Kabupaten Jember

di = JEMBER ,-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat

menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama - AIDA FITRIYAH

NIM - 000710101159

Program :S 1. Ilmu Hukum

Alamat ¢ Jl. Melati V/165 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"STUDI TENTANG PENGADAAN TANAH TERKAIT DENGAN
PENCABITAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTTNGAN UMUM"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,

Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan

penyusunan Skripsi,-

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

. SNETARON PIUS <11, S.U.
N R W H
e IR, 130 808 985

rembusan Kepada :

Yth Ketua Bagian -H-.T...N ....................
» Yang bersangkutan

Arsip
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KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

WNomor
Sifat
Lampiran
Perthal

Jember, tgl
200.353.4 - 2363 Kepada :
Biasa Yth. Sdr. Dekan Fakultas Hukum
- Universitas Jember
Konsultasi J1. Kulimantan Ne¢. 37 Jember
di

JEMBER

Memenuhi surat Ssudara tangegal 2 September 2004, Nomor
4343/325.1.1/PP.9/2004, Perthal tersebut pada pokok surat, bersama ini
diberitahukan bahwa Mahasiswi Fakultas ITukum Universitas Jember ;

Nama : AIDA FITRIYAH
NIM - 000710101159
Alamat + J1. Melati V/165 Jember

Telah melaksanakan Konsultasi untuk  keperluan Skrpst tentang “STUDI
TENTANG PENGADAAN TANAH TERKAIT DENGAN PENCABUTAN
HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM", mulal tanggal 6
September 2004 sampai dengan 20 September 2004, selanjutnya guna eveluasi
pada Kantor Pertanshan Kabupaten Jember, diminta agar Saudara dapat
menyerahkan Skripsi tersebut sebanyak 1 (satu) ekse nplar kepaca Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum

Au. k,EPA.LA KANTOR PERTANAHAN
' ARUPATEN JEMBER

o

Tembusan : disampaikan Kcpada
Yth. Bupak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
(scbagai leporan)

BADAN PERTANAHAN NASIONAL |
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1 y J ] v
" |Undang-undang  Nomor S|! PERSIAPAN: j !
i Tuhun 1950 tentang Peraturan | 1. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan | | Sesuai dengan |
!Dasar Pokok-Pokok Auraria 2. Mengkompilasikan bahan koordinasi vang herisi antara lain: {bidang  tgas  dan
HUUPAY = Rencana pembaneonan dacrah

i
i
Undeng-undang — Nomor ‘4!
: Tahun 1992 tentang Penataan |
Ruang . !
!

Peraturan Pemerintah  Nomor

[46 Tahur 2002 tentang Tarifrll.

| Atas Jenis Penerimaan Nearu |
]Bukau Pajak vang Berlaku pada |
| Badan Peianahan Nasional . :
éKepmusan Fresiden Nomor 34
| Tahun 20C3 tentang Kebakan |

{INastonal diSidany Portnaban
i Peratman  Mentert  Negars i
| Agrana/ Kepala RRTRTE

Pertanuhan Nasional Nomor .1|

Tahun 1993 teniang Tata Clitra |
k |

Perolehan 1 s Yk
A i | M. v |
Atos Tnxall Baed Pormicu,
Dalam R

agka  Penanantan
Modal .

tda

PE
1.

seperi Propeda, rencana |

T rang ‘

- Peta-peta penatagunaan tanah dari Kantor Pertanahan |
setemp

LAKSANAAN:
Melaksanakan rapat Kvordinass dipimpin oleh
Bupati/Walikota atau  pejaba sung  ditugik  dengan

melibatkan instansi terkan  dan peran serta  masyarakat

dengiam. serhatikan ;

= Kemampuan pemohion berkatinn stengan Tuns mnah yang :
danohon yange  ditingan dan pairodalian, ahl
manajemen dan lam=lain :

= Batas lnas maksimum anal vang ahan dimohonkan ijin |
lokasi sesuar dengan ketentuan vang berlaku (Peraturan |
Menieri  INegara  Agrariv  Kepaia
Mraaianal Noaos 27 1 1900

teriga

Badan  Pertanahan

i f
fr e 3y . o v
b L T TR 1Y LT PRSP TN DTSR

izin lokasi sebagamana ditetapkan dalam Pasal 2 ayal (2) |
Peraturan Menteri Nevara ark/

Kepala  Badan !

kompetens)
! diperlukan.
il

yang
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Keputusan _ Menteri  Negara| Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999). i &
jAgraria/  Kepala Badan | - Pencegahan konversi sawah irigasi teknis. | ¢
| Pertanahan Nasional Nomor 22| - Kawasan-kawasan vang dilindungi seperti hutan lindung, & |

‘Tahun 1993 tentang Petunjuk!
| Pelaksanaan Pemberian lzin!
| Lokasi Dalam Rangka |
| Pelaksannan Peraturan Manter !
oo AvrafdKepals Badin
Dot alinn Nasional Svmin 2

* [antie 1093, =

Peraturun  Menteri  Noddra
Agrane  Kepala Budan -

Pertansdian Namonal Nowsar |
Tahun (594 tentang Ketziazn
Pelaksanaan Kesutusan®
| Presiden Nomor 33 Tahun 1963
|tentang J'engadaan Tanzh Bazi

o

-

situs budaya daa lain-lain. i
- Kelersediaan tanah dan kepentingan masyarakat setempat |
dan sekitamya
*felaksanakan peniniauan lokasi untax wientifikasi lapang
Menviankan Bormta Acarn  Koordinasi  vang  herist
Pertitabangin Lekans Pensingunum lanah  dut
pormmbaninn ke s uiEtans terkail
Membual petu cedags lampiran Suiat
Lokasi
Menerbitkan Surat Keputnsan Izin Lokasi.
Dalam hal permononan izin lokasi dikabulkan. maka Surat
Kepuiusan Iz Lokast tersebut harus memperhatikan hal-hal
sebagai berikut
- Masa berlaku Izin Lokasi.

Coputusan lzim

SIFdt aepulusan |
Bupatt Wighhom vang)
mencasiumkan  haky

| kewaiiban dan sanksh

- "

'kepada pemegang [zin
| Pembangunan Untuk . fzin Lokasi tdak menghapuskan hak keperdataan Lokas sena dilampiri
| Kepentingan Umum. : masyarakat. [dengan  pea letak
| Peraturan  Menteri  Negarr | - Izin Lokasi tidak boleh dialihkan dan diperjualbelikan ® kegiatan vang |
| Agraria/ Kepala Badan sshingga merubah sifat dan wjuan pemberian Izin Lokasi. direncenakun engan
i Pertanahan Nasional Nomor 2 - Dijarang membebaskan tanah di luar areal Izin Lokasi imencaniunkan
| Tahun 1999 tentang Lan Lokasi - Mengajukan permohonan hak ates lanah yang telah | <eordinat pasi, 'liﬂ 1!
- lzin Lokasi bukan merupakan alas hak atas tanah Sy

diperoleh.
- fzin Lokasi bukan merupakan izin membuka tanah
f Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhalap
| pelaksanaan lzin Lokasi dengan mengefektifkan Tim |
i Penpawasan dan Pengendalian Pengadaan/Pembebasan |
| Tanah (Tim WASDAL). 1

i

§ |

1Il. PELAPORAN

Bupati/ Walikota melaporkan pelaksanaan penerbitan _[zin | Laporan

1
|
| |
|

tertulis,

orer € a1 1 31300

| Lokasi don realisasinga  kepac
sasinya kepada Pemer - J
Birtknh ¥ S merintah  ¢q.  Badan ! dit T =
PenmahaL ' an_n 'jlﬂa’j“mai mc'alui Kepala Kantor Wilayah Bad:: B-lu&nd'a;:‘jgﬁm el 19
nehan Nasional Provinsi setempat.. ‘ pat/ Walikata, E

Y -

i I u
/B PENYELENGGARAAN .,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

. : . K
Digital Repository Universitas Jember

v
PENYELENGCARAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN uh
[ NORMA \ STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN | KUALITAS”
i o ﬁ‘ PRODUK
1. 'Undang-Undang Nomoe: 5 ! I PERSIAPAN : :
“Takun 1960 tentang Peraturan | 1 Menetapkan lokasi - :
Darar Polok-prkal st “Npenstapkan lokast sesua dengan Rencana Lnunmy Tata Ruang I 8K Penctepan loKasi
(Cde Al ' Nalavah Kabupsien®ota, | ditanditangani  oleh
2 Uncany tndeng Nomir 33 P - Bugn dazrah yang belum mempunva: RUTR. pen v.,,.ldaan tanah | Bupati Walikoja atay !
Tehun 1906 tegang Lamngan diiuhukan berdasarkan perencanaan ruung wilavah atan wota | Guberaur,
'a!mv Tauah T 1zin vanz tejah ada
3 ns.:e\}'a. 2 Moambhentuk Panitia Pengadaan Tanan | .
b 2¢° Pengadain tanah bagh Kepenines: vinum diaksanakan ofeh | | Sesuat
IQ{;I ientang i’r.nmbu‘.m ‘ Pamitia Pengadaan Tanah. i | daf
, i ‘\'as Tanah Dan Benda- | -Panitiz Pengadaan Tanah Kabupaten'Rotx dibentuk dan | SK Pamitia Pengadaan | dip
| Benda Yany Ada Di Atasnva. | dixetual oleh Bupati/Walikota atau pejebat vang ditunjuk di | Tanah ditaadutangani |
4. | Keputusan Presiden Nomor 55 lingkungan Pemeriniah Kabupaten Kota. | oleh Bupan Walikoga, I
! Tahun 1993 temang Pengadaan ’ - Pengaduan tanah yang terletak di dux wilayah kabupatenkota | SK Panitin Pengadaun '
! Tansh Bagi Pelaksanaan i atau lebth dilaksanakan oleh Panitia Pengadaun Tanah Provinsi | Tanah ditandatangam |
'. Pembangunan Untak | vang diventuk dan diketuai oleh Gubernur atau pejabat yang & olel Gubermir, !
| Kepeantingan Unium. | dm'mu!\ di hngkungan  Pemerintan  Provinsi  dan |
3. | Peraturan  Menteri  Negara ‘ Keanggotaanny: terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten/Koty, | ‘
- Agraria’Kepala Badan unsur Kantor Pertanahan, Camat. Lurah/Kepala Desa, dan | :
' Pertansher Nas“onal Nomor 1| mstanst terkait; )
‘T.tmm 1994 tentang Ksientuan | -Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanszh dapat ditambah dan | i
Pd iksanaan Keputusan Presiden | unsur lainnya sesuai kebutuhan, sebanyak-banvaknya 3 (tiga) i My
Lepupiik Didonesia Nomor 83 | orang. i .
‘I‘ahun 1993 tentang Penvadaan | -Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah berada di Pemerintah | !
Lanah Bagi Pelahsaiiaaii Kabupatgn/Kotn, !
Pembangunan Untuk |
Hapentincan Timum | 1 PELAKSANAAN | Berita Acara
6. | Keputusan Presiden Nomor 34 1. Melaksanakan penyuluhan _ Penyuluhan
Tahun 2003 tentang Kebijakan Panitia ber ama Instansi Pemernntah yang memerlukan tanah | ditandatangan  oleh
Nasional di Bidang Pertanahan. melakukan penyuluhan dengan cara pemberian informast | seluruh anggota
. e Ein N e secara_dua arah dengan masyarakal vang terkena lokasi | Panitia yang memuat

b e i S S0

. 9

[ " pembangunan, dengan cara Tt pensvulubin
| i -dipandu oleh Ketua Pamtia wau Wakil Kewa dengro | dan  sardn-saran daril
i | dihadini anggota Panitia dan  Pimpioan [nstansi Pemerirah | masyarakut serta
I i vang memeriugan tanah. dilanipirkan daftar |
! i - taap nuka secara langsung, hadir |

i canat dilenghapt dengan mengeuiakan media cetak dan | |

elsliwomk, ! ]
- rrcs.\' ensi penyuluhan ddpm dilgksunaiian lebih can satu |
i sesunl  dengan  keperiuan rpet dengan tujuan | !

|

sptuhan levcapal

vailuhian ditentukan
it tenagn ahlizakoh n
' I“.k."'l myentar I,
Pannda bersigra insianst | penwri:
wanah dan insians derkast molaksarn.

= Per bidang
2 memeriukan s vang ditands
T nvemensasi untuk | oleh pejabat yang | Sesuai

senetapkan bistis i o vivn rlenn pembingunan. | berenang pada | Bidang g
i wemtansasi melipatt pensekisn e penetaan bidang- - RKanor Penanahan | kompetensi
{ pidang tanah. Menclits niwayat wnan gun penguasaan serta y  Kabupaten’ Kota, [
t i penggunnan tanah untuk mengetahur (uas, status, pemegang | - Dafiar inventarisasi | di
i t hak dan penggunaan nabnya lermasuk bangunan, anaman | ditandatangani  oleh | pengukuran
| I dun‘atay bendasbenda lain yang terkait dengan tanah yang ! petugas yang | (surveyoi berli
1 bersangkutan. melaksanakan
30 Niengumumkan Fiasil D cmansas I nventarisasi dan
i - Mergumumban hasil iaventarisasi untuk memberitahukan | dikstzhei  pimpinan
i dan member: “esempatin kepada musvarakat yang tanahnya | instansi vang
| terkena Regatan pembanvunan ootk mengajukan keberatan  bersangkuwian  atau
| i atis hasil inventarisasi. | yang dituniek.
| { -Pengumuman dilampint daftar dun peta vang menguraikan |
! ! mama, luas, status lanah. nomor persil, jenis dan luas | - Pengumuman  hasil
! [ By, jumnibiahy dan jenis tnan. benda-benda kinnya, | Inventarsast
i Nilai Jual Objek Pajak (.JOP). nomor SPPT bidang tanah | ditandatangani oleh
serta keterangan-keterangan iainnya dan ditandatangani oieh | Ketua, Wakil Ketua,
aniia o SErE dniiimnkan ol Ragpor Peranainin | Sesrenis, dan para
Kabmpaten/Kota, Kantor Camat dan Kamor Kelurahan/Deesa | angeota Panitia
Sﬂlnnl]);il daban o gt wakto 1 Catu) bulan. - I'ene apan purulmlmu
P e T = T -Jika ada keberatan yang diajukan alam tenggang wakiu | atau penolakan
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et 2t n 1T WA

vang ditentukan tersebut, dun oleh Pamtia dianggap
beralasan, Pania mengadakan perubahan sebagaimana
niesunya. |
4, Meleksanakan musyawarah,
Melaksanakan musyawarsh vang mensundung proses saling
mendengar. saling memberi dan in:nerima pendapat serta
Laingman  vang  didasarkan e kesukarelaan amtara
pemezang hak dengan pihak vang mamerlukan tanah untuk
" speleh kesepakatin S menvers. bentuk dan beswmya |

& st serta masaloh laie - o berkaitan  denuun |
asngadamm tanah dilaksanakan securs langsung atau melalui |

n vang sak dan dipandu ole!. Setua Panitia.
kan bentuk dan beswmye gantl Kerigmian awlau

a Gangt Kerugian - 1
Ganiti kerugian adalal pengganten stas nilal tanah berikut |
bangunan, tanaman dan/atan bend :-henda laiin vang terkan
dengan tanah schagai akibal pelenisan atau penverahan |
hak atas tanah, dalam bentu: usng, tanah pengganti,
pemukiman kembali, gabungan gz dua atau lebib bentuk
eant, kerugian tersebut atau hentuk lain yang telah
disetujui oleh pihak-pihak vang Sersangkuian : i
- Terhadap tanah wakafiperibadetan  lannyva  ganti |

Lerugian diberikan dalam bentuk tanah. bangunan dan
perlengkapan yang diperlukan,

perubahan  hasil |
mventarisasi S
ditandatangani  oleh | s..-|l. )
Ketua Panitia |
sehagal gt | 1SR

penibahasan seluruh © A
anggota panitia. ! g

- Berita Acara
Musyawsrah  yang J
ditandatmvzan olelh, " 1
pihak niasyarakag
ving terkena
pengadean tandhican
1nsiansi 5
memerfukan tanah

- Bentuk aan besamyva

aanti kerugian
dituangkan  dalam .-
RKeputusan  Panitia
Pengadaan  Tanah .

vang ditandatangani |
oleh Retua Panitia,
dun - bifa ridak
dicapal hesepakatan
Panitin menstapkan §

B o T

-Rentuk  ganti kerugian dupis berupa uang. tanah | benfuk dan bv:sa}."?m b ,
pengganti. pemukiman kembali. gabungan dan dua atau | canti kerugian '
fehih henwk ganti Kerugian tersebut atad bentuk lain ;  dengan S
vang telah disepakati  oleh  pihak-pihak  yang | melampirkan BI SRR
hersangkutan. | s ks

- Kesepakatan para pihak cimsimgaan Gaina Kepatusan | dan Notwlen Rapal
Panitia Pengadaan Tanah. I Musyay arh: l

- Apabitaiidak Ricapai keaspalinns mannsnal hentul dan H
besarnya ganti rugi maka Panitia memutuskan bentuk dan
besarnya gant kerugian didasarkan atas nilai nyata atau
sebenarnya  sesuai  hasil  musyawarah _ dengan 1

- b

¥ I3 WL ‘I
memperhatikan  NIOP —dun  fuktor-fakior  vamg| | 7
mempenzarahi harga tanah, A

b Suntunan

= Vg santunan dibenkan Kepadi vang memakag fanal 'l‘ |
g st ik, yann o
1y pc:nk:lu tanah sebelum tinggal 16 Desenther 1900 ¢ r

sebngimani dimaksud Unding-Uindang Nomor 51 Sk i begrnga i
P ahun 1960, : . I i . :;::;l r‘
¥ 3 2 ey,
3) g-_rm:km tanah bekas hak barm dimaksud Pasy) 4 dan >1d 6!ug 1
A -.‘_\:.‘-;m:usan Prasiden RI Nomor 32 Tain 1979, Binan W g
** Bekas nemegang Hak Guna Bungunan atay Hak #alom *
suti t2fah herabhi sangia wakwnsa metehili | s
v :

ot aphatl s i e preidiEe
e dhietakan ol B WY afikoty '

. Menuksir Nz1 Tanah. I

an nilar tanah ditentu®an memirat jenls hak i
) an rul jeas hak dap stadas Lo A
Pt ; l ' o .“{?r: 1
- laksiran nilai bangunan, tana ! : i)
ng aman 1t vt

ditentukan oleh Instansi benrenntak:l:gn?;a‘i:tf:gﬁlglI«I:; | Pa :?"h poeair
. di bidang terkait. : de::;;i 1:};;!&1
- Pengajuan keberatan terhadap keputusan Papitis - alusan dar
4 Ganti Kerugian o perthmb "

Pemering bak atas taah petithk baseuman. poaniis e
dmwl:mé R s RER UL v | PeilimiNngan - yang

au benta-bends Lin vang ada diatasnys ya, 2 tdak | divaikan dalam
mcng_am_l::! ganti Rerugian setelah dibentahukan secara |

;e_r‘t’::hs oleh Panitta sampai 3 (tiga} kali. diancean ! mean
eheritan atan menolak terhady : T T ranti

- BupstW e i Gubcmu!: _kcpu;l:us:m ulrxebnl. ol b:..t..l."l?ya ganhi |

ola Untuk  pengadaan tanah | Kerugian dengan

::fng;al terletnk ;ti'ih;:un wilavah Kabupatenkota stan lebin) |

CAPAL MeIRUKUIRAN atan menpuba keputusan Panitia |

Pﬂ}gﬁﬂm Vanah mengenai beatuk dan besarnya 'gami
i 4

- Apabila masih terdapat keberatan dari pemegang hak atas

gﬂ:::m Rupati/Walikota terhadip penyelesaian vy

puh ki Instansi Pemerntah yang memerlakan |

memperhatikan
angka-zng ' a/nilal
dat  fuklor-faktor
yag IncHipegal il
harga tanah,

Surat Pengantar dari
Pamtia le_maj
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i Bupati Walikota atay Gubemur mengeluarkan Keputusan

bersany sutan

- Pimpman nstansi  vang  bersungkutun  memberikan
tanggapan tertulis mengenai bentuk dan besariva gann
Lerugian tersebut,

- Apabila permintaan  pemecgang  hak  disetujui,

revisi bentuk dan besamya ganti Kerugian sesua dengan
kezediaan, ain pa rs'clujuan instansi  Pomenatah  vang
memeriukan  sanah  sckaligus  memzriniul kepuda
Pantay walvh  omelaksanakan  aowa pembatig gania

b TN,
- Apabila Pimpinan Desariemen L emdage P et
Depanemeninstansi  idak mensotwimn peminizan

pemegang bak, sedangkan lokas) pembangunen i sidas |
dapat dipindahkan atau sekurang-kurangnsa T3 {tuiih |
puluh hma persen) dari luas tanah vung dipertulean aay ¢
T3% ciupuh pulish lima perseny dan jumiah pemegang hus
ielah dibayar ganti kKerugiannys, BupaliVaitkota atas: |
Gubemur mengajukan usul pencabutan hak atas tanah. |
. Santunan )
Apabili terdapat keberatan mengenai saniunan maxa .
diselesaikan menurut  Xetentmn vimg  berlakw bagy

pemakaian tanah tanpa ijin yanye berhak.

i 8. Melaksanakan pemberian ganti kerugian - !
= (ot kerugian diserahkan secara langsung kepada wanz |
berhak di lokasi yang ditentukan oleh Pamiua dengan

disaksikan oleh-sekurang-Kurangnya 3 (tiga) orang anggotiay

Sanitia,

- Untuk tunah wakaf ganti kerugian diberikan dalam beniuk
tanah, bangunan dan perlengkapan  yang diperlukan
iscrahkan Kepada Nadzir yang bersangkutan,

Y. Melaksanakan pelepasan hak aan penverahan tanah

- Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelaksanaan

pelepasan hak dan penyershan tanah dilaksanakan secara

tanah  melaporkan kepada  Punpinan  instanst vane |

lkeheratan pen
hak  ditandata
oleh Kelua
-luu,-m

Acara
werakhir.
-5 urii

gcrur‘mangxm

kesediaan msw
wang bersanghutan,

- Surat

| bersamaan. gL Al il
* Dovirww A Sl 0
L)
’ |
i < Telepasan hak dan penverahan tanah dimaksud dilakukan
| | e Suvt Perpvitaany. Pelepasan Hab atme Penveralan - oleb pemeuang. b

= r— — T

b olely posegang hak ats el dibadapan apeuolay
Pamivia dengan menyerabikan ash tanda bukti hak atas wnuh
atau huku kepemilikan/perolchan tanah lainnya.

10 Pengajuan  permohonan hak  haw pencrimalnstanst  yang

memerhuiian tinah

seiziah mwenemma berkas dolwmen poneadaan tmab osaky
el A snemeioRen o nanny oswaphs i
spliclaas) B Siog VTR e et
s omeinn nethndl iuksea

wh Skafo Keci

thiaeupan  ancuk Kesirlipuun uRvmn. anz

b e Desiet: Walish delstlizedina 1 opsatng Tk
oo b o auiv aded: piial Vi memeriukan Sunil
VeI pas pemegane ok anis sanah denan gaaoauel bR,
mkar menika atan denua cina B viny disepakaty ket
beinh pihuk dilengkapi dengan pénstapan lokasi;

1Y Wirgs o Pasiie Poneataan Tasah
Basa sepe dperidkan unmlk peleksinasnn saduan tngh
ditangeeee oleh Instunst Pemerimiah yang memeriukun Ginah
vang ‘1..samv.1 tidak lebih dar 4%, dan jumlbah nija s
Lo denean nu‘lupa'ulu'u st Sl B Maiten Ketois
Noo S AL ARSI, tangeet 290 Okiober (9596,

T PELAPORAN
Bupaiy Wallkota meiaporkain pelahsanaan pengiadisie aibie i
wilavahnva kepada Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional
el i 1\.1\1.“ Fombor Wity by Tl Datanpabigmn Nyl

Pravins setempat.

ats ol dan |
Kepala Kantor
Pertanaban J
Kabupaten Kota
serth dihsinae
e wrang
LT+ L ik
iy

aleh 3%
Vagrahy NP esk Dol
il . v
SappRe Ball Ans
Vanh mes siama
instansi nduk yang |
memeriukan mnah

Lapotian Lo,
| ditandatangant. oleh
I bt a A0 ol b

Citbernnr
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. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GAKAPAN
NO. | © NORMA STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN KUALITAS ~ |
il L e 1R > £y U PRODUR (W
i 2 3 i 3 Fd' 5.
i . ¥ r s
1. Undaic-Undang Nomor 5 Tahun | I PERSIAPAN sl
: 1960 emtang Peraturan Dasar Menerima laporan pengaduan sengketa tanah garapan, i ~t bida
| Pokok-pokok Agraria (UUPA), &k
2 Undunz-undaig Nomor 51 Prpc | 1T PULAKSANAAN : * diperd
Tahu 1900 tentang  FLarangan i 1o Netalinkan penciitianerhadap subvek din obvek sengkicty P Ak 1t
eviianm daneh lanpa lzin | 2 Mencezah melupsnyn dumpak sengketa tanaly: gheipan bk
| Yang Berhak Aww Kuasanya, sl ok mavpuniobveknveg, : g
3. 1 Keputusun  Presiden  Republ.< Fo Melaieken Koordiasi dengan instansi vang térkait untuk A
y Indonesia Nomor .2 Tdhun |l menetapian lagkah-langkah penanganannya; it f ‘]‘
11979 tentang  Pokok-pokok 4. Memfasilitast  mwusyawarah antara para  pihak  yang | Berta Acara hasil | R,
! Kebijaksanaan Dalam Rangka | bersengketa unik mendapat iesepakatan para pihak. | musyawaral i 0
Pemberian Hak Baru Atas Tanah 3, Jika  pdok  terade  Resepakatan  dalam musyawanih, 5
Asal Konversi Hak Barat. Pemerimtah atau pemegang hak dapat menempub jalir e
4, Keputusan Presiden Nomor 34 hukaum. |
! Tahuy 2003 entang  Kebijaken
Nasional di Bidang Pertanahan | I'l. PELAPORAN

Bupati Walikota melaporkan hasil penvelesaian sengketa tanuh  Laporan te=tulis . df
gampan kepads Pemenntah Co. Kepala Badan Pertanahus wandatangani oleh
Nasionai melalun Kepala Kantor Witayah Badan Pertanaban | Bupau/ Wajikota,
Nastoral Provinsi sctempai.

v,
¥

..._.--._.,._.,._._.___-__
ok -‘:‘ g 1

m’ﬂm?‘ﬂlﬁ-\

: /D. PENYEL)



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

v
D- PENYE! ESAIAN MASALAN GANE) KERU! 13N DAN SANEUNAN BENGADAAS FANAILUNTUK PEMBANGUNAN,
B
[NOT 7" "NoRMA T ] T T STASBAR MEKANISME KETATALAKSANAAN | KITALITAS
13 b d IO S S L
. i

¥ Undang-Undang  Somor | PERSIAPAN I
5 Tahun (960 centang Membemuk Tim Peneswasan dan Pengendalian Pergadaan/Ponhebasan I'SK.  Tim

UPeruturan Dasar Pokok-1  Tapah i Tim W& ASDAL 2

I poliol Agrapa (LUPAY, Bupati Waltkoie  sembenige Tim

P2 it Jodane Nemor Kapunarzn Kot .. dedon tngas

by 1001
fentiay Latangen
¢ Pemakatan Tazalk Tanpa
lzint Yang Berhak Aty
| Kuszanza,

sl pulaksanuan pengadaan penih: hasin tanah |
=i hepeniingan para pihak. \
miann Bunsi Waltkota dalam pengawasar dan nepgendalian
sl % untuk keépentingan instansi Pemerintah selain untuk

a4 Mt s &

wmum dan pembebasan tanah dalam _kala luus untui |
Renentingan sWasta, E

Majadi pedzator vang menjembatani para pihak Ja‘am musvawarah  Berita

Presiden

T | Keputusan
! | Nomor 55 Tahun 993 .

.

M -
! { fentang Pengadaan [aneh Ik umbul masalan vang berkaitan Jdengan penentuan besamya ganti | Musyawarah, JJ

] + Bagi Pelaksanaan Serugian, i '

i Pembangunan 1k :

| Kepenungan Umans. fim Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan/Pembebasan |

Suswian

+. | Peraturan Menten Fanaly rerdivndin !
1 | Neyara Agraria Kepala ' Bupati W alikora wau Pejabat yang ditunjuk, sebagai Ketua; i .
! | Badan Pertananan < Repaln Kawtor Pertanahan Kabupaten/Kota, schaeat Wakil Keua i ‘
¢ Nasional Nomor | Tabun IRernekap unsenia: i %‘\,
! | 1994 tontang  Ketentuan = Kepala Rroian Pemerintahan pada Setwilda Kabupaten/Kota, schagai
| Pelaksanaan  Keputusan | Sekretaris merangkap anggota;
| Presiden Republib | - Kepala binas Pekerjaan Umum/Kepala Dinas Tata Kota dan/atau
Indonesia ~ Nomior 55 Kepalu Dinas Tanaman ‘Pangan/Perkebunan Kabupaten/Kota, sebagai
Tahun 1993 tentang | anggota, 4
Pengadaan Tanah Bagi - Repaia Kecamatan (Caman) selempat, sebagai anggota,
Pelaksanaan '
Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, y JA W ]
AR P T e
'y A\

erten (11 PELAKSANAAN e A
e Pensclesmam sl snt Kenpgan dan santunan penadian . faih

unituk, pembangunan dilaksanakan secara nsyasatah

Lo l PPoratsiran T ! l
] Nepara AT Kepala |
- Badan Pentanalm |
1 Nasionai Nomor 2 Tahun | . ; 1 y
P teniang Lan Lokass 1L lr“LL:[;iii:;:k?ﬂa melaporkan. pelaksanaan  kegiatan  [im WA!:SDM. ancr‘:w tertu
l 1 kup:d:a Demérimah cq.- Badan Pertanahan Nosional mefalui Kepaa du;m_\:;agt\a?g;:;“ a8
| l\‘ﬂ;ﬁum \';.llil\iilh Pk Pertalian Nasional Pros ansi scicnipat et Walike

T PEN

'
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dan

Keputusan Presiden omior SS
Tahun 1980, tentang Organisasi |

Tata Cara Keng

Penvelznggaraan Landreiam o _
Presiden Nomor 34 [l PELAKSANAAN

Kepuiusan

{ Tabhun 2003, Tenang 1.
Kebijuksanaan Masiona! i Bidang
Pertanahian. _ ;
Keputusan  Menteri  Negara

Agraria Nomor SK 9TS/Ka 196G . L.
tanggal 31 Desember i%00 lentang -
Penegasan Luas Maksimum Tanal |
Perenian - :
Keputusan
Agraria tomor SK 509/Ka'1961
tentang Perayaiaan Penguasaan
Pemenintah  Atas Bagian-Bagian @

Menteri  Negara :

| Tanah vang Merupakan Kelebihan -
| Dari Luas Maksimum

. Membentuk Sekretariat PPL dan mengangkat Kepala Seksi
Pengaturan  Penguasaan  Tanah dari  Kanmor Pertanahan
Kabupaten Ko1a sebagai Sekretaris.

¥
-3
E. PENETAPAN SUBYEK DAN OBYEK REDISTRIBUSI TANAH. SERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMU
TANAH ABSENTEE ';
NO. NORMA STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN 7 KUALITASSS
| k! PRODIGE
L 2 3 =) g
1 | Ketetapan MPR  Nomor|'  PERSIAPAN = :
INUMPR2001 tentang Membentuk Panitia Pertimbangan Landretorm (PPL) denvar " SK Porbentuboes
asibarunn A=hing dan sISUnan Keanggotaan : ! iy
i Penvitotnan Nainbor dava Alsm Lo Skt sebaga Kot mesangkap Ansuote
2, <odeng-Undang Nomer 3 Tzhun h. Kepala Kantor Perlanahan.  sebuagan  Waki!  Ketio,
Iwan aentany  Persturan  Dasar merangkap Anggota
Po ok Pokok Agran. (UUPA). | ¢ Seorang Pejabat yang dineyuk olsh BupdiV likons
A Lineing-Undang Nomor 56 Tahun | scbagal Anggota
11960 ientang  Penstapan  Luas | d. Seorang Pejabat vang diwnii oleh Kepala Kepolistan
Tunah Peoaman ‘ Resort Kabupaten Kota, sebagal Anggota
4. | Peru.uran Pemenntah Nomor 224 | ¢. Seorany Pejabat yang beranggungjawab di  bilans
. Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pertanian Kabupaten/Keta, sehagai Anggota i
i Pembagian Tanah dan Pemberian f. Seorang Pejabatl vang bertanggungiawab di bidang Koy “rasi |
. Ganti Kerugian Kabupaten/Kota, sebagai Anguota i
3. | Peraturan Pemenntah Nomor 4] 1 ¢ Seorang wakil Cabang HK!D Kabupaten Kota, ebae
| Tahun 1964 tentang  Perubahan | Anggota |
| dan Tambahan Peraturan | h. Pejabat-pejabar lain yang ditunjuk dari instansi/dinas vany |
| Pemerintah Nomor 224 Tahun | werkait dengan urusan perianahan, sebagal ~nggow
i 1961 veserta penjelasannya, disesuaikan dengan Kebunihan serta situasi dan condisi |
, l Kabupaten/Kota masing-masing). i
{ 1 1. Camat, Kepala Desa/Lurah yang dalam wilayahrya terdapat |
i ' tanah-tanah yang akan ditetapkan sebagai obyek iandreform. I
| | |
1 | 1
1 L e &
& an St TN Ny
S T R, 2 : e ‘ ;
intah Nomor 4| Togas: . : .
ﬁ':l!‘:‘l.:::mt;ﬁ;’?cm;?\::rt! P::::':iki:rkan‘f = I\,‘jl’umbcrikun saran dan pertimbangan kepada B“P““’w:hkom
Tanah Absentee Bagi Para|  mengenai scgala hal yang berhubungan  dengan t
Pensiunan Pegawai Negert. | penyelenggaraan landreform di wilayahnya. '

|
i

Menyviapkan bahan sidang yvang merupakai l3as:i i
jnventarisasi tanah-tanah vang terkena kt:,tentuan ke‘zeh‘ﬂ-.an i
maksimun: ¢an absentee serta hal-hal lain yang berkaitar. ='

oleh Sekretariat PPL. o
Melaksunakan sidang yang dipimpin oieh Ketua atau Wakil iicnm_ Acara
Ketua ! Sidang

- Sidang memutuskan:

a. Tanah-tanah yang terkena

maksimum dan absentee

b. bekas pemilik tanah

¢. hesarmva ganti kerugian

d. calon penerima pembagian tanah
- Keputusan diambil atas dasar musyawarah dan n_!ut‘akm. o)
. Hasil sidang dituangkan dalam Berita Acara Sidang, berisi |

saran dan pertimbangan _ _ |
- Sidang diadakan mininal 3 kaki dalam setahun.

ketentuan  kelebihan
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LS~ | St L i
| Keputusan Mentert Dalam Negent b3 Menerima penyeralian tanah
Nomor 13 Tahun 1984 tentans | PRI mencrima penyerahan  tandh kelebthan  batas |
Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran | maksimum  dan  tanah  absentec  dart  pemilik  tanah,

Gantt  Rugi Harua  Tanah 1 seianjuinya anah tersebut menjadi tanah vang dikuasai oleh |
Keiebitan Maksimum dau Negara, dan memberikan  Sursi Tanda  Penyerahan |
| Absertee Obyek  Redistribusi | Penenmaan Hak dan Pemberizn Ganti Kerugian (STP3).
Landreform. t STP3 barisi antars kain |
| Keeputusan Kepala Badan | - Kode tanda STP3
| Pertanahan Nasiond) Nomor 4 - Nama bokas pemilik
I Tahun 1992 tening Penvesuman | - Umur
thiarga  Ganti Rugh oy - Pekoraan |
| Kelebihan Maksinum dan | - Tempat tinggel sekas pennlih |
i Abseniec | - Dafiar susunan anggoia keluarza i
Peraturan  Dirskaur  Jenderal | - lugs dan etk tanah vang terkena Ketenutan kelebihan |
Agraria Nomor 4 Tahua 1967 | maksimum dai absentee
| tentare Pembavaran dan | - Nama-nama penggarap calon renerima redisiribusi |
| Kesesuuian  Ganti  Rugi  Alas | - Nama vang menyerahkan |
| Tapuh-Tanah Obyek Land.eform | - Nama vang menerima l
i 4. Menetapkan subjek dan objck redisiribusi, |
: . Penviapan konsep SK Penetapan. dengan kelengkapan :
1 - ferita Acars Sidang PPL
- STP3

= Riwaya Tanab
] - Surat Keterangan Pendnflarpn Tanah
| wiral Ketetangan Tk :
| - alwr nama penggarap l
‘ l - Hasi} perhitungan besarnva gant Kerugian .
| Menetapkan tanuh kelebihan maksimum dan abaeilee |
| sebagal tanah obyek landreform yang memuat .ntara |
|

i  jam ]

a

! - Nama-nama bekas pemilik tanah i

! - Tanah obyek landreform
; - Bentuk ganti Kerugian kepada bekas pemilik dalam :
{ bentuk uang i
(dapat dari pemerintah atau secara langsung dari i
penerima redistribusi). 3
£ - Nama-nama calon penerima pembagian tanai ] T
5. Menyampaikan Berita Acara PPL dan SK. Penetapan TOL | SK Hak Atas Tanah !

:\mn;; !?;N up;uk diproses penerbitan SK. Hak Atas Tanuh ; Redisuibusi
istribusi. Sertipth :
: { Sertipikat HAT
6. Menyampaikan usulan kf:pada Pemerintah cq. BPN mengenai | Surat Usulan
. besarnya ganti kerugian terhadap bekas pemilik tanah | '
! kelebihan maksimum dan absentee, apabila vanti kerueion |
| : dalam bentuk vang dimaksud dari Pemerintah, denean
] persyaratan: . '
4. Usul penetapan ganti kerugian, yvang dilampiri:
1 Daﬁa{ nama bekas pemilik vang diusulkan wany |
kerugi anya ' '
§ ) gK Hak Atas Tanah Redistribusi
) Perhitungan besamya ganti kerugian
| 3) STP3 : i
5) Suzat Keputusan Penclapan Hasi! Bersth Rata-rin |
6) Harga Umum Tanah Setempat berdasarkan NJOP
7) Harga gabah per kwintal
R) Surar Keterangan tempat tinggal hekas pemilik/anli ¢
waris/kiisany a
9) Foto copy K11
; Besamyngmu kerugian per Ha dihitung atas dasar hasil
bem rata-rata per Ha., maksimum Rp. 3.500.000 (tiga
Auta T ratus b ruprah) per hektar, l

dan

o
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SMenyampakan usulan .L:r;_\;-nd.u_I’-_:=-w:'1'-1-n_l:1}717 BPN uniuk |
diterbitkan yin pembayaran ganti kerugian secara lzngsung
terhadap bekas penulik tanah  kelebihan maksimum dan |
absentee, dengan persyvaratin

a Usul penerbitan min dimaksud dilampii:

| 1 Datiar nama bekas penmhik vang  diusulkan gant |

f : \ | 8

. g (}x%ln}a at | Suratr Lsulan !
2) SK Hak Atas Tanah Redistribusi | $
. |

STP3 -

Surat Keputusan Penetapan Hasil Bersih Rata-ratz pe
Tia

0) Harga Umum Tangh Setempat berdasarkan NJOP
Harga gabah per kwintal

)

N ) “

) Perinfungun Desamyva ganil Rerugian
)

)

8) Surat Keterangan tempat tingual bekas pemilikiahh
i warisfkuasanya
! 9) Fow copy KTP
b.Besa.aya ganti kerugian per Ha dihitung atas dasar hastl 5
bersih rata-rata per Ha., maksimuim Rp. 3.5300.000 (tiga juty
| lima ratus ribu rupiah) per hektar.

|
| HL PELAPORAN
Pupati/Walikota melaperkan pelaksanaan kegiatan Penstapan |
Redistribusi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee serta | Laporan terulis.
Ganti Ruginva kepada Pemerintah cq. Badan Pertanzhan | ditandaianeani oleh
| Nasional melalui Kepala Kantor Wilavah Badan Perianahan @ Bupan Walikon
~ ek N __ Nasional Provinsi setempat :

7 b PENETARANES

5 T e T

F. PENETAPAN DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAM L LAY AL

; STANDAR MERANISME KETATALAKSANAAN | KUALITAS KUALIFIKAS]
PRODUK. | - & 55hM

NO. [ T ONURMA

., SR - Dl P e —EeRe -

e Undane-undang Nomor 5 Tahun 1. PERSIAPAN

1960 tentang Peraturan  Dasar 1. Menerima permohonan yang memenuhi syarat. |
Pol.ok-Pokok Agraria (UUPA). 2. Membentuk Panitia Peneliti, vang keanggotaannva terdind | Surat  Keputusan Sesual denzan
2. | Perariran Mentert Negara Aorania/ dari para pakar hukum adat. masyarakai hukun. adat, Bupati . Walikota | bidang tugas dan
Kepalas Badan l’r::l:u'.uhun! Lembapan Swadava Masyarakat ( TRM) dan mslisa v kompetensy  vany
‘ Nusional Nomor 3 Tahun 1999 | terkait. | dipertukan.
! tentang Pedonan  Penvelesaian |
{ Masalah Hak Ulayat M:\syarukat‘ 1. PELAKSANAAN

Hukum Adat. 1. Menyelenggarakan rapat / pertemuan |
2. Melakukan penelitian vang meliputi keberadaan masyariaal |

{
|
‘, adat, adarva wiluvah dan bubungin antara masyarakas lat |

dengan wilavahnia. ‘
l 3. Mempublikasikan hastl penelitian dan menampuny i |
| pendapat melalui seminar, lokakarya, dil.
4. Melaksanakan dengar pendapat umum dalan. rangka
penyiapan  Rancangan  Perawran Daerah (RAPERDA)
tentang Penetapan tanah ulayat.
Menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penetapan
Tanah Ulayat,
6. Mengusulkan pemetaan dun pencatatan tana, ulayat dalam
daftar tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
/. Menangani permasalahan tanah ulayat melalui musyawarah / ‘
mufakat
8. Apabila tidak terjadi kata sepakat, perasalahan diselesaikan ‘
- melalui lembaga peradilian.

Peraturan Daerah

}JI
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i 2 i AL R
1L PELAPORAN : T

| Bupati/  Walikota melaporkan pelaksanaan  penetapan dan | Laporan lc.m%-lIS,
‘ penyelesaian masalah tanah ulayat kepada Pemerintah cq, Badan | duundamr:g:sm oleh
l Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayzh Badan l Bupau Walikol.
|

Pertanahan Nasiona: Provinsi setempat. i

T ]

G. PEMANFAATAN DAN PENYELESATAN MASALAH TANAH KOSONG

NO. NORMA STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN KUALITAS
PRODUK
1. 2 F 8 4,
1. | Keputusan Presiden R.1. Nomo. |1 PERSIAPAN
34 Tahun 2003 1entang 1. Pemerintah K.bupaten/Kota memberitahukan kepada badan | Surat Edaran
{cbijakan Nasional di Bidang hukum, melalui pengumuman bahwa akan dilaksanakan | Bupati/V alikoia
Pertanahan. inventarisasi tanah kosong untuk dimanfaatkan dengan
2. | Peraturan Menten Negara tanaman pangan/semusim dalam rangka ketahanan pangan i
Agraria/Kepalu BPN Nomer 3 nasional ]
Tahun 1998 2 Inventarisasi 'anah-tanah kosong yang luasnya lebih dari | Data subyek dan
. 5.000 m2, yang dikuasai danfatau dipunyai oleh badan | obyek tanah kosong
hukum baik yang sudah ada maupun belum ada hak atas 4 ]
tanahnya.
1. |'1;L/_\K5." NAAN Data akurit,
1. Melaksanakan identifikasi, meliputi : -’
#, Obvek dan subyek.
b Svatus tanah
c. Kemampuan tanah ‘
2. Menetapkan bidang-bidany tanah sebitgan tanah kosong Daftar Tanah
yang dapat digunakan untuk lanaman pangan/sentu: in Kosong untuk
bekerjasama dengan pihak lain dengan perjanjian. | Tanaman  Pangan/
1. Menetapkan pihak-pihak yang memerlukan tanuh untuk | Semusim yang
usaha tanaman pangan/semusim, dengan mengntamakan | ditetapkan aleh
masyarakat setempat. Bupati/Walikota.
4, Memfasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama .ntara | Surat perjanjian

pemegang hak dengan pihak yang akan memanfuadkan | pemanfaatan  tanah
tanah dibadapan/diketabui oleh Kepala Desa/Lurch dan | kosong.

Canant setempal - dengan pergangian. untuk dua musinm
| .

] 5. Menangani permasalahan yang timbul dalam peman‘aatan
tiaah kosong, jika salah satu pihak tidak memenuhi
i 1 4 i ~ kewajiban-kewajiban dalam pecanjianmya.
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6. Melaksanakan monilon;\g

Sterhadap
pemanfaatan tanah kosong.

pelaksanaan |

!
PELAPORAN i
Bupati/ walihota melaporkan pelaksanaan pemanfaatan tanah | Laporan

1L

Radan Pertanahan Nasional dan Departenien Pertanian melaiui | Bupat: Walikota.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
setempat. [

tertulis,
kosong dan penyelesaian masalahnya kepada Pemerintah cq. | ditandatangani  oleh |

@ hemwerm du vandu 14073001

PEMBERIAN [JIN MEMBUKA TANAH

0. NORMA STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN ‘ KUALITAS
: PRODUK
] 2 a ‘ 4
Undang-undang  Nomor 5 . PERSIAPAN | Sesuai
Tahur. 1960 tentang Peraturan | Menerima dun memenksa permohonan yang memenuhi syarat, | bidang tugas
Dasar Pokok-pokok  Agraria | antaralain : ol kompetensi
(UUPA). ' 1. Warga Negara Indonesia (WNI) | diperlukan.
2. | Undang-undang  Nomor 51 2. Dewasa
Tahun 1960 temang Larangan | 3. Warga sclempat
Pemakaian Tanah Tanpa Tjin | 4. P.nggunaan tanzhnya unts pertanian
Yany Berhak atau Kuasanya | 5. Belum pernazh mendapat / menerima ijin membuka tanah :
Yang Sah. ‘
3. | Uadang-undang Nomor 15 [I. PELAKSANAAN i
Tahun 1997 Tentang | Meclukukan  pemeriksaan  lapang  dengin memperhatikan :
Transmigrasi keserasian keraampuan tanah, status tanah, dan Rencana Urium {
4. | Undang-undang Nomor 24 Tata Ruang (RUTR).
Tahun 1992 tentang Penataan | 2.Menerbitkan ijin membuka tanah yang memuat, antara lain : Surat  Keputusan
Ru~ng. «. luas maksimal 2 Ho ‘ ljin Membuka
5. | Undang-undang Nomor 23 b. jangka wuktu 3 tahun | Tanah
Tahun 1997 tentang Ketentuan- ¢. larangan pengalihan !
Ketentuan Pokok Pengelolaan d. memelihara dan menambah kesuburan tanah 1
Lir.¢ kungan Hidup ¢. mengeunakan dan mengambil manfaat |
6. | Kepntusan Presiden Nomor 34 f. sanksi administratif
Tahun 2003 tentang hebijakan g srmohonan hak atas tanah (sertipikat) setelah 3 tahun.
Nastonal di Bidang Pertanahan. 3 Mclakukan  pengawasan  dan pengendalian - penggunaan mn
x membuka tanah.
1. PELAPORAN
Bupati/ Walikota melaporkan pelaksanaan penerbitan ijin membuka | Laporan tertulis,
tanah kepada T'zmerintah cq. Badan Pertanahan Nasional melalur | ditandatangani oleh
e e N e e VIR Drrnwinet coeldinnt ﬂ'lli'ﬁ“il. Walikma 1
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RENCANAAN PENGGUNAAN TANAH WILAYAH KABUPATEN /KOTA

Tahun 1990 tentang Kawasan
Lindung
Keputusan Presiden Nomor 117
Tahun 1999 tentang Perubahan
Kedua atas hepres No 97/1993
tentang Ta.a Cara Penanaman
Modal
Keputusan Presiden Nomor 10
Tahun 2001 tentang Pelaksanaan
Otonomi Dacerah di Bid ing
Pertananan
Keputusan Presiden Nomor 103
Tahun 20061 tentany Keadaan,
T, P, Kewenanga,
Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaza Pemerintah Non
Departemen,
. | Keputusin Presiden Nomor 34
| Tah.n 2003 tentang Kebijakan

Rencana  Letak  Kegiatan  Penggunaan  Tanah Wiluya211
Kabus aten/Kota kepada Pemenntah c¢q. Badan = Pertanahan|
Nasional dan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional melaluil
Kantor Wil vah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat |
dan Tua Koordinast Tata Ruang Dacraly Provinsi

NORMA STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN 1 KUALITAS KUALIFIKAS] 3
| PRODUK SDM J 3
7 8 <t 3 1 id -
l
Undang-umndang Nomor 3 . PERSIAPAN \ Sesual dengan
Tahun 1960 tuntang Peraturan 1. Membentuk Tim Koordinasi - |bidang tugas dan:
Dasar Pokok-T' ook Agrana 2. Mengkompilasi data dan informasi vang terdiri dari: ‘kompelensi vang
(LIUPA) . Peta Pola Penatagunaan Tanah atau Peta Wilayah Tanah | | diperlukan. .
Undang-undang Nomor 24 Usaha atau Peta Persedizan Tanah dari Kantor Pertanalan | \
Tahun 1992 tentang Penataan setempal { \
Ruang - Rencana Tata Ruang Wilayah | w _
Undang-unca..g Nomor 4 Tahun - Pencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik | I
1992 tentang Perumahan dan rencana pemerintah, pemenntah kabupaten/kota, r.aupun l l
Pemukiman investasi pihak swasta. 1 ! .
'Undang-undang Nomor 23 I ‘ .
Tahun 1997 tentang Lingkungan | [i. PELAKSANAAN !
Hidup 1. Melaksanakan anaiisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan |
Ur.dang-undang Nomor 41 Kketentuan Jan kriteria teknis dari instansi terkait
Tahun 1999 tentang Kehutanan 2. Menyiapkan Draft Rencana Penggunaan Tanah berupa Rencana
Peratuian Peme:intah Nomor 69 Letak Kegiatan Penggunaan Tanah berikut petanyd.
Tahun 1996 tentang Peran Serta 1. Melaksanakan rapat koordinasi terhadap drafl Rencana Letak
Masyarakat dalam Penataan Kegiatan Penggunaan Tanah dengan i~stansi terkait ‘
Ruang 4 Melakukan Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan
Peraturan Pemenintah Nomor 24 terhadap draft Rencana Letak Kegiawn Penggunaan Tanah
Tahun 1997 tentang Pendaftaran 5. Menyusun Draft Final Rencana Letak Kegiatan Penggunaan | Rencana Letak
Tanah Tanah Kegiatan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 6. Menetapkan Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah dalam | Penggunaan Tanah
Tahun 1997 tentang Rencana bentuk  peta  dan  penjelasannya dengan  Keputusan | Wilayah K abupaten/
Tata Puang Nasional Bupati/Walikota Kota yang
Peraturan Pemerintah Nomor 6 7 Melakukan sosialisasi tentang Rencana Letak Kegiatan ditetapkan  melalui |
Tahun 1998 tentang Koordinasi Penagunaan Tanah kepada Instansi terkait. Keputusan _ Bupati/ ]
. dan w1107 2601 23 Y
~i
- |
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|
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Lintas Verukal y \ . 8. Hasﬂ Penetapan Rencana Letak Kegiatan Penggunaan Tanah | Walikota dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 36 digunakan sebagai bahan Pertimbangan Teknis Penatagunaan 'bentuk peta  dan
Tal-[un 1998 tentang Tanah Tanah dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan. penjelasannya.
Teriantar . ) < Melz'akuk:m evaluasi dun penyesuaian Rencana Letak |Format dan sekala
Peraturan Pemerintah i\-omor 46 Kegiatan Penggunaan Tanuh berdasarkan perubahan RTRW |peta disesuatkan
Tahun 2002 Tentang Tarif Atas dan perkemoangan realisasi pembangunan | dengan stanar
Jenis Penerimaan Negara Bukan ‘ r-‘.;td‘an Pertanahan
Pajak Yang Berlaku Pada Badan ¥ el s
Pertanahan Nasional [l PELAPORAN N |
Keputusan Presiden Nomor 32 Bupati/ Walikota melaporkan pelaksanaan dan hasil penetapan| Laporan tertulis,

ditandatangani oleh
Bupau/ Walikota.
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Nasional di Bidang Pertanahan

7. | Peraturan Menteri Negara

Agrara/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 21
Tahun 1994 tentang Tata Cara

Penanaman Modal

18, | Peraturan Menten Nepara

Agrana/Kepala Badan
Pertanshan Nasional Nomor |
Tahun 1997 tentang Pemetaan
Penggunaan Tanah Pedcsaan, -
Pemel~zn Penggunaan Tanah
Perkotaan, Kemampuan Tanah
dan Penggunaan Simbol/Wama
untuk 1 enyajian dalam Peta.
Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3

Tarah Kosong untuk Tanaman
Pangan.

20. | Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala BPN Nomor 2
Tahun 1999 tentang [jin Lokasi

2i. | Keputusan Menten Negara

Agraria Nomor 4 Tahun 1998
‘tentang Monitoring dan
Pelaporan Izin Lokasi

Perolehan Tanah Dalam Rangka

Tahun 1978 tentang Pemanfaatan
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Konsolidasi dan Redistribusi
Tanak.
| Surat Fdaran Menten Negara

Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 469-
1594 tentang Pencegahan
Konversi Sa'vah Irigasi Teknis
Surat Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tanggal 3-
6-1998 Nomeor 462-2083 tentang
Perlindungan !iak Keperdat: an
dan Kepentingan Hak Pemilik
_{ Tanah Dalam Areal Izia Lokasi.

. 130367083
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